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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
م...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. مري  Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. ؿّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
xiii 
 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
Hanna Luthfi Puspita, NIM: 142121018, DISPENSASI PERKAWINAN 
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-MAS}LAH}AH}AL-
MURSALAH (Decivion Study No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska in the religious 
court surakarta). This research about how the judge consideration and the cores 
of law used in No.0067/Pdt.P/2017/PA.Skaand also reviewed from Al-Maslahah 
Al-Mursalah 
The intention of the research is to know the consideration and the core of 
law used by the judge in decision No. 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska about either 
marrige dispensation nor reviewed from  Al-Maslahah Al-Mursalah.  
The method used in this resaerch is using qualitatif approach which is 
getting off to the field to study and understand the symptoms that is researched in 
the religious court.  
The result of the research shows that judge consideration is the important 
aspect in deciding value aspect from the judge decision which conceives justice, 
the law certainty besides the advantages for the related one. Meanwhile reviewed 
from Al-Maslahah Al-Mursalah proposition decides the decision 
No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska and No.0054/Pdt.P/2017/PA.Ska has been 
appropriate wiith the purpose and the main is in order to get clearer status for 
his/her child and going to save the name for both of families related.  
 
Keywords: Dispensation, marrige under age.  
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Abstraksi 
Hanna Luthfi Puspita, NIM: 142121018, DISPENSASI PERKAWINAN 
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-
MURSALAH (Studi Putusan No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska Dan Dipengadilan 
Agama Surakarta). Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana 
pertimbangan hakim dasar-dasar hukum yang dipakai putusan 
No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska,  serta ditinjau dari dari Al-Maslahah Al-Mursalah. 
Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan dan dasar 
hukum yang dipakai hakim dalam No. 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska tentang 
dispensasi nikah maupun ditinjau dari dalil Al-Maslahah Al-Mursalah.  
Metode penelitian yang di pakai adalah dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif yaitu dengan turun kelapangan untuk mengerti dan memahami gejala-
gejala yang di teliti tempat penelitian di pengadilan agama.  
Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa pertimbangan hakim 
merupakan aspek terpenting dalam menentukan aspek nilai dari suatu putusan 
hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, disamping itu mengandung 
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Al-Maslahah 
Al-Mursalah maka putusan No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska sudah sesuai dengan 
tujuan dan maksutnya yaitu supaya status anaknya menjadi lebih jelas dan 
menutup aib bagi kedua belah pihak keluarga.  
 
Kata Kunci : Dispensasi, perkawinan di bawah umur 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam beberapa sistem hukum, seseorang bisa menikah pada umur 
yang sangat muda atau menikah dengan kerabat dekat maupun menikah 
dengan cara kawin paksa. Dalam kasus – kasus tersebut, biasanya hukum 
dapat diperkenankan atau dilarang sekalipun. Larangan perkawinan anak 
terdapat dalam The convention on the elimination of all from of 
discrimanation again woman. Konvensi ini menyatakan bahwa perkawinan  di 
bawah umur tidak akan menimbulkan akibat hukum karena sudah di tentukan 
bahwa syarat menikah adalah bagi pihak laki-laki sudah berumur 19 (sembilan 
belas) tahun dan bagi pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. Pada umumnya, didalam sistem hukum perkawinan harus sudah 
mencapai bagi pihak laki-laki sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 
bagi pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan 
apabila mereka akan menikah di bawah umur 21 tahun mendapatkan 
persetujuan dari orang tua atau wali
1
.  
Sedangkan di Indonesia batasan usia perkawinan dapat di lihat pada 
pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa 
“Perkawinan hanya di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam 
                                                             
1 Soni dewi Judiasih, Perkawianan di bawah Umur di Indonesia, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2018), hal.20-21. 
1 
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belas) tahun.”Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-undang  No 1 tahun 
1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita
2
. Dispensasi perkawinan adalah 
Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi 
pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimanausia 
dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia 
perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.  
Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar Kantor Agama (KUA) atau 
catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri. Dispensasi 
diajukan dalam bentuk permohonan
3
. Permohonan ialah suatu surat yang 
didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan 
terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan 
yang mengadili dapat dianggap sebgai suatu proses yang bukan sebenarnya
4
. 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 
yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang 
suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah 
tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 
Untuk menerangkan cita-cita kehidupan keluraga tersebut, perkawinan tidak 
cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-
Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan dengan hukum suatu 
                                                             
2 Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 / Undang Undang no. 1 tahun 1974 
3 Soni dewi Judiasih, Perkawianan Dibawah Umur Di Indonesia, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2018) hal.37. 
4 Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah., hal.80. 
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negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan 
hukum Negara telah memenuhi rukun dan syaratnya.
5
 Karena pernikahan atau 
perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 
kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram
6
. 
Dari adanya pelajaran diatas, hakim pun dalam memutus dan 
mempertimbangkan perkara manggunakan akal dalam menilai buruknya suatu 
dengan alur kasus dan bukti-bukti yang ada. Dan bahwa apa yang dianggap 
baik oleh akal juga harus sejalan dengantujuan syara‟ dalam menetapkan 
hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Keserasian dan 
kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan 
hukum. Mas}lah}ah}  terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 
1. Mas}lah}ah} al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh 
syara‟. 
2. Mas}lah}ah} al-Mughah, yaitu masalah yang ditolak karena ada petunjuk 
syara‟ yang menolaknya. 
3. Mas}lah}ah} Mursalah, yaitu apa yang di pandang baik oleh akal sejalan 
dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum; namun tidak ada 
petunjuk syara‟ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk 
syara‟ yang menolaknya.7 
Pendekatan filsafat dalam penelitian hukum Islam tidak terlepas dari 
peran wahyu. Meskipun Al-Quran bukan sebuah karya filsafat, demikian 
                                                             
5 Beni Ahmad Saebeni Dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 
(Bandung; Pustaka Setia, 2011),hal.30-31. 
6 Ibid., hal.31. 
7 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 329-332. 
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peran Nabi dalam Islam, baik dalam tidak tanduknya, maupun ajaranya, tak 
ada sedikitpun yang bersamaan Socrates dan Plato. Dia diyakini umat Islam 
sebagai “utusan Allah” yang menyampaikan perintah memperingati kembali 
kebenaran-kebenaran tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia, 
tentang hidup didunia ini dan hidup selajutnya, mengutip cerita-cerita lama, 
menjanjikan imbalan atas setiap tindakan manusia baik dalam bentuk 
ancaman, maupun pahala yakni menjamin keselamatan.
8
 
Di Pengadilan Agama Surakarta selama Tahun 2017 telah 
mengabulkan 40 (empat puluh) perkara mengenai dispensasi perkawinan di 
tahun 2017.
9
 Dari sebagian perkara dispensasi tersebut mayoritas di latar 
belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar 
perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut 
undang-undang.   
Diantara perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk pada 
Pengadilan Agama Surakarta, peneliti hanya memilih 1 (satu) penetapan 
dispensasi, yaitu perkara dispensasi perkawinan Nomor 
0067/Pdt.P/2017/PA.Ska. Pada perkara tersebut pihak wanita atau calon istri 
sudah mengalami kehamilan. Adapun alasan  yang di kemukaaan para 
pemohon bahwasannya keduanya telah berhubungan dekat sejak kurang lebih 
1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga 
anak pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan, dan pemohon juga 
kawatir apabila tidak segera di nikahkan akan menjadi larangan terhadap 
                                                             
8 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tetangga Perkawinan 
Dibawah Umur (Jakarta: Penada Group, 2018), hal.54. 
9 Makmun, Hakim, wawancara pribadi, 27  Februari 2019, 13.00- 14.11 WIB.  
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agama. Sedangkan anak dari pemohon yang disini juga disebut sebagai 
mempelai perempuan belum mencapai umur perkawinan yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang No.1 tahun1974 tentang perkawinan. Umur dari anak 
pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 6 bulan, sedangkan yang telah 
dijelaskan dalam undang-undang  No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa 
usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun. 
10
 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan 
permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan 
masalah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah 
penelitian.  
1. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang dipakai 
dalam Putusan Nomor.0067/Pdt.G/2017/PA.Ska Tentang Dispensasi 
Nikah? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang digunakan 
dalam memberikan Putusan Nomor.0067/Pdt.G/2017/PA.Ska ditinjau 
dengan dalil Al-Mas}lah}ah}Al-Mursalah? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska, dan 
Nomor.0054/Pdt.P/2017/PA.Ska Perihal Penetapan Dispensasi Nikah, 18 September 2017. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan di atas maka dapat diambil tujuan dan 
manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang 
dipakai dalam putusan Nomor. 0067/Pdt.G/2017/PA.Ska, Tentang 
Dispensasi Nikah. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang 
digunakan dalam memberikan Putusan Nomor. 
0067/Pdt.G/2017/PA.Ska, ditinjau dengan dalil Al-Mas}lah}ah} Al-
Mursalah. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 
sehingga dapat menjadi bekal peneliti dalam penekunan profesi. 
b. Bagi pihak lain 
Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan 
terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama 
khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam Permohonan 
Dispensasi Kawin serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
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D. Telaah Pustaka  
Buku-buku yang membahas tentang dispensasi kawin secara khusus 
sangatlah jarang. Kebanyakan permasalahan mengenai Dispensasi Kawin di 
bahas dalam fiqh adalah sebagai berikut:  
Drs. Sudarsono, S.H., M.Si. dalam bukunya Hukum Perkawinan 
Nasional mengemukakan batasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan 
Nomor.1 tahun 1974 sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 6 dijelaskan 
batasan umur untuk  kedua calon mempelai berumur 16 tahun bagi perempuan 
dan 19 tahun bagi pria. Syarat lain yang harus di penuhi dalam perkawinan 
terdapat dalam pasal 7 yaitu Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 
16 (enam belas) tahun kecuali ada dispensasi lain dari pengadilan
11
 
Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. dalam bukunya Perkawinan Dalam 
Hukum Islam mengemukakan Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan 
mental,lahir, dan batin oleh Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan. Telah baliq atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi 
perempuan dan 19 tahun bagi pria yang bersifat mengizinkan terjadinya 
perkawinan.
12
  
Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam 
Di Indonesia mengemukakan  Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan 
dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan 
                                                             
11 Sudarso, Hukum Perkawinan Nasional,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010 ), hlm.288 
12 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam,(Bandung: CV Pustaka Seti, 
2008), hlm.18 
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zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang 
Arab.
13
 
Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti 
penelitian yang di lakukan oleh Zekky Mahmudah yang berjudul 
Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena 
Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo 
Tahun 2010). Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim 
mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena perkawinan dibawah 
umur. Jurusan syariah Program studi Al ahwal Alsyakhsiyah IAIN Surakarta 
tahun 2012. Hasil penelitian adalah bahwa pertimbangan hakim mengabulkan 
permohonan dispensasi kawin karena perkawinan dibawah umur.
14
  
Skripsi Karya Ahmad Munir Prabowo, dengan judul “Perkara 
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2014-2015”. Skripsi 
ini menjelaskan tentang bahwa berdasarkan alasan-alasan para pemohon 
tersebut, selanjutnya hakim memberikan suatu penetapan tentang permohonan 
dispensasi nikah yang lebih dititik beratkan pada dasar pertimbangan menolak 
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Karena 
apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan 
kelangsungan hal-hal yang negatif terhadap si wanita dan laki-laki dan 
                                                             
13Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia,(Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011), hlm. 35 
14 Zekky Mahmudah, Skripsi “Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan 
Dispensasi Kawin Karena Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Sukoharjo Tahun 2010)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012, hlm 74. 
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menghindari perbuatan zina yang dilarang agama. Jurusan syariah Program 
studi Al ahwal Alsyakhsiyah IAIN Surakarta tahun 2016.
15
 
Skripsi Karya Hanif Kelana Iriyanto, dengan judul “Analisis 
pemberian surat dispensasi kawin kepada anak dibawah umur (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)” Skripsi ini menjelaskan tentang 
bahwa masalah dispensasi berhubungan erat dengan perkawinan maka 
Pengadilan Agama menggunakan kewenangan absolut dan juga pemohon 
beragama Islam sehingga menjadi kewenangannya dalam menyelesaikan 
masalah ini, pengadilan dalam memutuskan menggunakan dasar Undang-
undang yang berlaku dan juga menggunakan dasar Syari‟ah sehingga dalam 
pemutusannya tidak bertentangan dengan agama. Jurusan syariah Program 
studi Al ahwal Alsyakhsiyah IAIN Surakarta tahun 2016.
16
 
Penelitian ini tentang Dispensasi Perkawinan di bawah umur Ditinjau 
dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan 
Nomor.0067/Pdtt.P/2017 / PA.Ska, di pengadilan Agama Surakarta) ini 
berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya oleh karena itu 
penelitian ini perlu dilakukan. Penulis memilih lokasi penelitian berbeda 
dengan penelitian yang sebelumnya sehingga hasil yang di dapat nantinya juga 
berbeda. 
 
                                                             
15 Ahmad Munir Prabowo, Skripsi “Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 
Boyolali Tahun 2014-2015”, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga IAIN Surakarta, 2016, 
hlm.111. 
16 Hanif Kelana Iriyanto, Skripsi “Analisis pemberian surat dispensasi kawin kepada anak 
dibawah umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”, Fakultas Syariah Jurusan 
Hukum Keluarga IAIN Surakarta, 2016, hlm.87. 
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E. Kerangka Teori  
Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon 
mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan 
kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) dengan 
jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh suami yang dilaksanakan 
dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat
17
.  
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan yang maha esa”.18 Serta pada Pasal 6 ayat 2 menyebutkan, untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin orangtua. Kemudian diikuti Pasal 7 
yang berbunyi : 
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) 
tahun. 
2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
19
 
                                                             
17 Prof. H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, (Bandung: Mandar Maju. 2007), 
hlm. 10. 
18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor.1). 
19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor.1). 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum 
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
20
 
Al-Mas}lah}ah} Al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung 
oleh syara‟ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang bila dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan besar atau kemaslahatan. Kemaslahatan manusia itu 
punya tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua 
dan tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga dan seterusnya. Tingkatan-
tingkatan itu, adalah:  
1. Tingkat pertama yaitu dhurari, tingkat ini terdiri atas lima tingkatan pula, 
yaitu:  
a. Memelihara agama;  
b.  Memelihara jiwa; 
c. Memelihara akal; 
d. Memelihara keturunan; 
e. Memelihara harta.  
2. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang diperlukan (haji) 
3. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tahsini.  
Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Qiyamah ayat 36:  
              
                                                             
20 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat 
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hlm.14. 
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Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 
(tanpa pertanggung jawaban)”21 
 
Dengan ayat ini tampaknya asy-Syafi‟i yang dikutip oleh Kuttbudin 
Aibak ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menyebutkan dalam Al-Qur‟an 
semua maslahat yang dapat digali dengan metode ijtihad yang paling dekat 
dengan Al-Qur‟an yaitu qiyas. 
Pendapat para ahli hukum, baligh berhubungan dengan perubahan diri 
seseorang yang sangat besar. Bagi anak laki-laki baligh ditandai dengan 
ihtilam yaitu keluarnya sperma baik dalam mimpi ataupun keadaan sadar. 
Sementara pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan 
menstruasi
22
.  
  
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang 
digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data 
dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.
23
 Langkah-langkah dalam 
metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. 
Adapun alasan yang mendorong memilih lokasi untuk meneliti disana 
karena di pengadilan banyak perkara yang masuk tentang mengenai 
                                                             
21 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Tangerang: Pesantren 
Tahfizh Daarul Qur‟an, 2007), hlm.577.  
22 Badan Mutaqien, Cakap hukum dalam perkawinan dan perjanjian, ( Yogyakarta : 
Insani Cita Press, 2006), hlm. 7. 
23 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.13-16 
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dispensasi nikah di bawah umur. Dari syarat- syarat pada pasal 15 KHI 
serta Pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 karena Perkawinan hanya di 
ijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas ) tahun. Apabila kedua 
calon mempelai masih di bawah umur yang di tentukan maka harus 
meminta dispensasi terlebih dahulu agar tidak melakukan perbuatan yang 
melanggar syarat islam. Maka penulis memilih lokasi tersebut dengan 
harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.  
2. Jenis Penelitian  
Bahwa penelitian ini merupakan penelitian literer yang 
berdasarkan pada literatur-literatur yang ada (library search) yang 
dikuatkan dengan data lapangan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
24
  
3. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data 
deskriptif. Deskritif itu apa yang di katakan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi obyek penelitian. Demikian 
juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenan 
                                                             
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107. 
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objek penelitian. Baik secara tertulis atau punlisan dan perilaku nyata 
utuh.
25
  
Penelitian kualitatif di gunakan karena datanya yang bersifat 
kualitatif yang di nyatakan dalam kata-kata bukan kuantitatif yang 
berbentuk angka yang tidak megunakan alat bantu pengukur, yang di 
perkuat dengan data lapangan.  
Penelitian bertujuan untuk mengetahui fenomena sosial dan 
memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. 
Dengan pendekatan ini penulis turun ke lapangan untuk mengerti dan 
memahami gejala yang di teliti. Kemudian melakukan wawancara kepada 
hakim untuk mendapatkan dengan data yang valid.
26
  
4. Sumber Data  
a. Data primer 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terkait dengan objek penelitian
27
. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan 
Pengadilan Agama Nomor. 0067 /Pdt.G/2017/PA.Ska, dan Undang-
undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi 
Hukum Islam. 
b. Data Sekunder 
Buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek 
penelitian.
28
 Data sekunder dalam menentukan penelitian di peroleh 
                                                             
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105. 
26 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.13-16 
27 Ibid., hlm.106 
28 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.106 
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dari buku-buku dan literatur lain yang relevan dan berhubungan 
dengan penelitian. 
c. Data Tersier 
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris 
2) Kamus Hukum Indonesia 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan sebagai berikut:  
a. Wawancara  
Wawancara ini dilakukan untuk menguatkan data yang diperoleh. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 
dengan maksud menjaring informasi atau data melalui interaksi 
verbal/lisan.
29
 Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi 
apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 
wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Drs.H. Makmun, M.H.
30
 
penelitian telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-
pertanyaan tertulis.
31
 Peneliti menggunakan metode ini untuk 
menggambarkan secara menyeluruh tentang kesesuaian data dari awal 
gugatan diajukan sampai pada tahap putusan. Dan disertai dengan 
dasar-dasar pemikiran hakim dalam memberikan putusan 
                                                             
29 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2014), 
hlm.48. 
30 Makmun, Hakim, wawancara pribadi, 27  Februari 2019, 13.00- 14.11 WIB. 
31 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.191. 
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b. Dokumentasi 
Pengumpulan bukti dan keterangan yang berupa salinan putusan, 
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan referensi lainnya 
yang di perlukan dalam penelitian lalu di telaah. Sehingga menjadi 
bahan pendukung, menambah kepercayaan dan pembuktian suatu 
kejadian yang di teliti
32
.  
6. Teknik Pengolahan Data  
Setelah data dikumpulkan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap 
analisis data. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh 
kebenaran-kebenaran yang dapat diggunakan dalam menjawab persoalan-
persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah peneliti. Dan kemudian 
diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. 
a. Editing  
Meneliti kembali data catatan para pencari data untuk mengetahui data 
tersebut sudah valid. Tahap ini dilakukan setelah data data mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya dispensasi 
perkawinan di bawah umur dan serta pertimbangan hakim dalam 
menyelesaikan perkara dispensasi nikah yang di peroleh berbagai 
subjek penelitian terutama informasi dari hakim. Langkah-langkah ini 
dilakukan dengan cara mengkoreksi ulang serta membaca dengan 
memperbaiki jika ada data data yang kurang sesuai dan masih 
                                                             
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikutip dari://kbbi.web.id/dokumentasi diakses 
01 Juli 2018. 
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meragukan dengan hasil wawancara penulis dengan hakim yang 
kemudian penulis yang mebetulkannya.
33
  
b. Klasifikasi 
Mengklasifikasi data-data yang di peroleh agar lebih mudah dalam 
melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan. 
Klasifikasi data ada merupakan bagian integral dari analisis tanpa 
adanya kalfikasi maka tidak ada jalan untuk mengetahui yang kita 
nalisis. Tujuannya hasil wawancara diklarifikasi berdasarkan kategori 
tertentu.
34
  
7. Teknik Analisis  
Analisis data dalam penelitian kualitatif di bagi menjadi tiga tahap 
yaitu  koditif, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama 
Kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan data ini adalah proses 
memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil tahapan 
pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil 
penelitian.  
Cara peneliti melakukannya adalah menulis ulang catatan lapangan 
yang tentunya ketika wawancara mendalam dilakukan. Apabila 
wawancara direkam, pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. 
Setelah catatan di tulis ulang secara rapi dan rekaman di traskip, peneliti 
membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkip. Setelah itu, peneliti 
                                                             
33 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo 1998 ), 
hlm.129. 
34 Lexy J meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2007) hlm. 290. 
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memilah informasi yang penting dn tidak penting dengan cara 
memberikan tanda-tanda.
35
  
Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis dimana peneliti 
menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau penelompokan. 
Dengan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil 
penelitian, yang merupakan temuan penelitian. Tidak menggunakan cara 
naratif untuk menyajikan tema karena penyajian dengan diagram dan 
matrik lebih efektif. Tahap Penarikan Kesimpulan atau verifikasi adalah 
tahapan lanjutan pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan 
data. Intreprestasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah 
dokumen. Setelah ke simpulan di ambil, kemudian mengecek kembali 
kesahahin interprestasi dengan cara mengecek ulang dan penyajian data 
untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah tahap ketiga sudah di 
lakukan, maka peneliti telah memiliki temua berdasarkan analisis dta yang 
telah dilakukan terhadap suau wawancara atau dokumen. 
36
  
 
G. Sistematika Penulisan  
Agar sistematika ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari Bab-
Bab yang ada dibuat sistematika penlisan sebagai berikut : 
Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 
Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
                                                             
35 Afrizal,Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta :PT Raja Grafindo 2014), hlm.178. 
 
36 Ibid., hlm.106. 
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Bab II memaparkan teori umum yang berisi pokok pembahasan yang 
digunakan dalam pembahasan penelitian, menyangkut Al-Mas{lah{ah{ Al-
Mursalah, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan 
perkawinan, hikmah perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun 
perkawinan, dispensasi perkawinan dibawah umur, dan dispensasi 
perkawinan. 
Bab III membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum 
dari Pengadilan Agama Surakarta yang meliputi keadaan geografis Pengadilan 
Agama Surakarta, sejarah singkat dan putusan pengadilan tentang perkara 
dispensasi perkawinan dibawah umur Putusan Nomor.0067/Pdt.G/ 
2017/PA.Ska.  
Bab VI merupakan uraian dari analisis antar teori dengan praktek 
secara mendalam dari Putusan Nomor 0067/Pdt.G/ 2017/PA.Ska, baik dari sisi 
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan 
Permohonan Dispensasi Kawin maupun dari sisi analisis putusan hakim 
berdasarkan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara 
Dispensasi Perkawinan dalam segi Al-Mas{lah{ah{ Al-Mursalah. 
Bab V penutup. Pada bab ini adalah berisi kesimpulan dan dilengkapi  
dengan saran-saran. dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai 
kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
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BAB II 
TEORI UMUM TENTANG AL-MAS}LAH}AH} AL-MURSALAH, 
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR , DAN DISPENSASI PERKAWINAN 
 
A. Pegertian Al-Mas}lah}ah} Al-Mursalah 
Kata mashlahah yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan 
maslahat, berasal dari bahasa Arab yaitu maslahah. Secara etimologi, 
mashlahah berarti manfaat, faedah,bagus, baik, kebaikan, guna atau 
kegunaan
37
. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi‟il salaha. Dengan 
demikian, terlihat bahwa kata mashlahah dan kata manfaat yang juga berasal 
dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.  
Menurut Muhammad Mustafa Syalabi, al-maslahah adalah sesuatu 
bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut, 
misalnya keadaan maslahah pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, 
akibat dari sesuatu perbuatan yang melahirkan maslahah juga disebut al-
mashlahah. Dalam hal ini, pemakaian kata mashlahah dalam perbuatan 
tersebut bersifat majaz. Menurut Imam al-Gazali, kata al-mashlahah 
menunjukan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan 
(bahaya).
38
 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi al-maslahah yang 
diungkapkan para ulama. Menurut asy-Syatibi,
39
 al-maslahah adalah sesuatu 
                                                             
37Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 
Dibawah Umur, (Jakarta: Pranada Media Group 2018). hlm. 37 
38Ibid., hlm. 38 
39Ibid., hlm. 38 
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yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih 
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak 
didasarkan pada akal semata-mata. Jika al-Syari‟ (Allah SWT) tidak memberi 
pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya.   
Sedangkan al-mursalah (   ا  ل  م  ر  س  لة ) adalah kata dari    ر  س  ل dengan 
penambahan huruf “alif” di awalnya sehingga menjadi   ا  ر  س  ل  yang isim 
maf‟ulnya adala    ا  ل  م  ر  س  ل ه Al-Mursalah secara etimologi bearti “lepas” atau 
dalam arti    م  ط  ل  قة bebas dan apabila dihubungkan dengan kata mashlahah 
maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan 
boleh atau tidak bolehnya di lakukan”.40 
Sedangkan apabila digabungkan al-maslahah dengan al-mursalah maka 
bearti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak 
pula dibatalkan atau ditolak. Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang 
hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausul atau dalam bentuk khusus 
yang menunjukan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Maslahah 
mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat 
mausul atau dalam bentuk khusus yang menunjukan bahwa ia merupakan 
bagian dari al-Maslahah
41
. 
Bahwa apa yang dianggap baik oleh juga harus sejalan dengan syara 
dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip poko kehidupan. 
Keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara‟ 
dalam menetapkan hukum. Mas}lah}ah} terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 
                                                             
40 Astriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu Isu Kontemporer,” Jurnal 
Kontemporer, ( Jakarta) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm.121.  
41Ibid., hlm. 121.  
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1. Mas}lah}ah} al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh 
syara‟ 
2. Mas}lah}ah} al-Mulghah, yaitu masalah yang ditolak karena  petunjuk syara‟ 
yang menolak  
3. Mas}lah}ah} Mursalah, yaitu apa yang di pandang baik oleh akal sejalan 
dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum; namun tidak ada 
petunjuk syara‟ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk 
syara‟ yang menolaknya42. 
 
B. Pengertian Perkawinan  
Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh 
berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (   ن  كا  ح  ) dan zawaj (   ز  و  جا ). 
Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, 
sedangkan menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, yang diciptakan 
oleh Allah.
43
 
Firman Allah dalam Al-Qur‟an Adz Dzariyat : 49 
 
Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat akan kebesaran Allah
44
 
 
                                                             
42 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 329-
332. 
43 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia,( Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 
35.  
44Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Tangerang: Pesantren Tahfizh 
Daarul Qur‟an, 2007), hlm.522.  
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Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad 
nikah adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita 
dalam perkawinan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi). Suci ini memiliki 
kandungan unsur agama atau ketuhanan yang maha esa.
45
 
Menurut Undang-Undang No.1 tahun1974 tentang Perkawinan pada 
pasal 1dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 
maha esa.
46
 
Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad antara 
seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar 
kerelaan dan kesukaaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain 
(wali) dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh suami yang 
dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
47
 Menurut 
sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan 
pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan 
menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
48
 
Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad 
nikah yang kuat atau misaqon ghalizan diucapkan oleh wali dan kabul yang di 
                                                             
45 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang, ( 
Bandung: CV.Pustaka Setia) hlm.14. 
46Ibid., hlm.15. 
47Prof H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, (Bandung: Mandar Maju. 2007), 
hlm.10.  
48 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isalam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 
hlm.38.  
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ucapkan oleh mempelai atau wakilnya disaksikan oleh kedua orang saksi. 
Untuk menaati perintaah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan 
perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah.
49
 
Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-
Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka 
perkawinan itu adalah  akad nikah yang kuat (misaqon ghalizan) / ikatan 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia mendapatkan keturunan, 
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan undang-
undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan.
50
 
 
C. Dasar Hukum Perkawinan  
Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 
QS. An-Nisa ayat 3 
 
 
Artinya :  Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu 
                                                             
49 Kompilasi Hukum Islam, hlm. 1.  
50 Undang Undang  nomor 1tahun 1974, tentang perkawinan  
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miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.
51
 
 
QS. An-Nisa ayat 21 
 
Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat.
52
 
 
QS. Adz Dzariyat : 49 
 
Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah.
53 
 
D. Tujuan Perkawinan  
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang  harmonis, sejahtera, 
dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 
keluarga.
54
 Tujuan pernikahan dari sudut pandang pasal Undang-Undang No. 
1 tahun 1974  tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan 
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal 
                                                             
51 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Tangerang: Pesantren 
Tahfizh Daarul Qur‟an, 2007), hlm. 77.  
52Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Tangerang: Pesantren Tahfizh 
Daarul Qur‟an, 2007), hlm.81.  
53 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Tangerang: Pesantren 
Tahfizh Daarul Qur‟an, 2007), hlm.522.  
54 Rahmaman Ghazaly, Fiqh Munakahad, (Jakarta: Kencana-Prenanda Media Gruop, 
2006), hlm.22.  
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
55
 Secara rinci ada beberapa tujuan 
pernikahan juga meliputi beberapa hal sebagai berikut ini:  
1. Untuk Mendapatkan Anak Keturunan yang Sah 
Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah 
bagi makhluk hidup yang di ciptakan Allah. Untuk itu Allah menciptakan 
bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari 
pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat.  
2. Menyelamatkan dari Kerusakan Akhlak.  
Manusia memiliki berbagai macam rasa, niat, perilaku dan sifat yang 
sering kali berbeda-beda dan berubah-ubah. Baik dalam hal kebaikan 
maupun dalam hal keburukan atau condong ke hal-hal negatif. Dengan 
perkawinan dapat menyelamatkan akhlak manusia dari kerusakan dan 
perzinaan.  
3. Menegakkan Rumah Tangga Islami 
Dalam Alqur‟an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq 
(perceraian). Jika suami sudah tidak sanggup lagi menenggakkan batas-
batas Allah.  
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah  
Mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada 
sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu 
lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-
                                                             
55  Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm.288.  
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amal shalih yang lain, bahkan berhubung suami istri pun termasuk ibadah 
(sedekah).  
5. Perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh 
rasa dan sayang, sehingga merasa damai,tenang dan tenteram.
56
 
 
E. Hikmah Perkawinan  
Perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan 
nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan 
penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Di antaranya 
yang terpenting adalah sebagai berikut:  
1. Menyambung Silaturahmi 
Interaksi dalam bahasa Arab adalah silaturahim atau yang lebih 
populer dengan sebutan silaturahmi. Saling memberi, karena adanya 
makna saling meminta dengan kasih sayang, maka saling bersilaturahim 
atau melakukan hubungan timbal balik dan hubungan fungsional untuk 
mengambil manfaat atas dasar cinta dan kasih sayang.  
2. Mengendalikan Nafsu Syahwat yang Liar  
Seseorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan 
hati dan pikirannya pun masih labil. Tidak mempunyai pegangan dan 
tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta 
gejolak nafsu syahwatnya.  
 
                                                             
56 Abdul Aziz, Buku daras Fiqh Munakahat, (Surakarta: Falkutas Syariah, 2014), hlm.73.   
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3. Menghindari Diri dari Perzinaan  
Pandangan yang liar adalah awal dari keinginan untuk berbuat 
zina. Seperti yang telah diutarakan, godaaan untuk melakukan 
kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang 
tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab.  
4. Estafeta Amal Manusia  
Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu. 
Kemauan manusia banyak melampaui batas umurnya dan batas 
kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya 
kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah. Akibanya, 
kreativitas dan produktivitas menurun baik secara kualitas maupun 
kuantitas, sehingga saat ajal datang menjemput.
57
 
 
F. Hukum Perkawinan  
Didalam hukum memiliki dua makna yang dimaksud adalah : pertama, 
sifat syara‟ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. 
Kedua buah dan pengaruh yang timbulkan sesuatu menurut syara‟ seperti jual 
beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum 
sewa dan menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang 
yang disewakan.  
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1. Sunnah  
Hukum perkawinan menjadi sunnah bagi orang-orang yang telah 
berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai 
perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.  
2. Makruh  
Hukum perkawinan menjadi makruh bagi orang-orang yang belum 
pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan 
perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula telah 
mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami 
cacat, seperti impoten, berpenykitan tetap, tua bangka, dan kekurangan 
fisik lainnya.  
3. Mubah  
Hukum perkawinan menjadi mubah bagi orang-orang yang pada 
dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan 
mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun.  
4. Fardhu  
Hukum perkawinan menjadi fardhu bagi posisi orang-orang yang 
mampu biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu 
menenggakkan keadilan dalam pergaulan dengan baik. Demikian juga ia 
yakni bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.  
5. Wajib  
Hukum perkawinan menjadi wajib bagi orang-orang yang telah 
pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan 
untuk kawin; takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. 
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6. Haram  
Hukum perkawinan menjadi haram bagi orang-orang yang tidak 
akan dapat memenuhi ketentuan syara‟ untuk melakukan perkawinan atau 
yakni perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara‟, sedangkan 
meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
58
 
 
G. Syarat dan Rukun Perkawinan  
1. Menurut Fiqih  
Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima, masing-
masing memiliki syarat-syarat tertentu untuk memudahkan pembahasan 
maka uraian rukun perkawinan akan di samakan dengan uraian syarat-
syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:  
a. Calon suami, syarat-syaratnya jelas identitas orangnya, beragama 
Islam, baligh, tidak terlarang melangsungkan perkawinan, setuju untuk 
kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.  
b. Calon istri, syarat syaratnya jelas identitas orangnya, beragama Islam, 
baligh, tidak terlarang melangsungkan perkawinan, setuju untuk kawin 
dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.  
c. Wali syarat-syaratnya telah dewasa, berakal sehat, laki-laki, muslim, 
berpikir baik, adil, orang merdeka, mempunyai hak perwalian, dan 
tidak terdapat halangan perwalian.  
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d. Saksi syarat-syaratnya dua orang saksi,berakal sehat, laki-laki, muslim, 
adil, orang merdeka, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti akad, 
dapat mendengar dan melihat.  
e. Ijab qabul syarat-syaratnya adanya penyataan mengkawinkan dari 
wali, adanya peneriman dari calon mempelai memakai kata kawin, 
tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut antara ijab dan qabul 
jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul itu harus dihadiri 
minimum 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari 
mempelai perempuan dan dua orang saksi.
59
 
f. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk 
kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad 
perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu 
berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat 
perkawinan.   
2. Menurut Hukum Positif 
Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 
menjelaskan tentang sahnya perkawinan. Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu dan sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
60
 
Kemudian menjelaskan bahwa perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak 
ada perkawinan yang di luar agama masing-masing maupun 
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kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Masing-
masing hukum Agamanya dan kepercayaannya selama tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini yang telah tidak ditentukan lainnya.  
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sahnya perkawinan dalam 
pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum Islam yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan. Telah diatur dalam 
Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan yang 
meliputi syarat formil dan syarat materil
61
.  
a. Syarat-syarat Materil  
Syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi kedua mempelai. 
Syarat-syarat ini di atur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan, sebagai berikut:  
1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 
kedua calon mempelai. 
2) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai 16 (enam belas) tahun.  
3) Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali dalam hal yang tersebut pada 
pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.  
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4) Pasal 39 tentang waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus 
perkawinannya
62
.  
b. Syarat-syarat materil bersifat khusus 
1) Larangan perkawinan ini telah di atur dengan jelas di dalam 
Undang-Undang No.1 tahun 1974. Seperti dalam pasal 8 yang 
berbunyi:  
a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 
ataupun keatas 
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya 
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 
ibu/bapak tiri 
d) Berhubungan susuan dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih 
.dari seorang 
e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku, dilarang kawin
63
 
Undang-Undang Perkawinan hanya memuat secara singkat 
larangan perkawinan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang 
di dalam ini menjelaskan lebih terperinci dan tegas dengan mengikuti 
sistematika fiqh. Larangan kawin sebagai mana di atur Bab VI pasal 39 
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sampai pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan larangan 
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita 
disebabkan, sebagai berikut:  
1) Karena pertalian nasab 
a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya; 
b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan  
c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.   
2) Karena pertalian kerabat semenda:  
a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 
isterinya; 
b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; 
c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 
kecualinya putusannya hubungan perkawinan bekas isterinya 
itu qobla dukhul; dan 
d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.  
3) Karena pertalian sesusuan: 
a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menerus garis 
lurus ke atas; 
b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah; 
c) Degan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan 
ke atas; 
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d) Dengan wanita sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; 
dan  
e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.64 
Pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan, adalah dengan 
cara mengajukan pencegahan perkwinan ke Pengadilan Agama dalam 
daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan dan diberitahukan 
kepada pegawai pencatat kawin atau Kantor Urusan Agama (KUA). 
Kemudian pasal 14 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, yang ditegaskan sebagai berikut:  
1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 
lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, dari salah seorang 
calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 
2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini juga berhak mencegah 
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai 
berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan 
tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 
lainnya, yang masing-masing mempunyai hubungan dengan orang-
orang seperti dalam pasal 1 ayat (1)
65
.  
3) Di dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) telah di atur tentang 
bagi mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 
maka harus izin dari kedua orang tuanya. Dengan syarat-syaratnya, 
sebagai berikut:  
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a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai 
umur 21 (dua pulu satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tuanya.  
b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehedaknya, maka izin yang di maksut ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang 
mampu menyatakan kehendaknya.  
c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
d) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasti ini, atau salah seorang 
atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih terlebih dahulu 
mendengr orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4), pasal 
ini. 
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e) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lainnya.  
Pada pasal 7 ayat (1) di dalam Undang-Undang mengatur bahwa 
batas perkwinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah berumur 19 
tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.
66
  Selanjutnya terdapat 
hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat di lakukan dengan 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk 
oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.  
c. Syarat-syarat formil  
1) Pencatat perkawinan  
Pencatat perkawinan memiliki tujuan untuk mencatat dari 
mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut agama 
islam. Dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor 
Catatan Sipil. Semua peraturan itu dilakukan agar mewujudkan 
ketertiban perkawinan dalam masyarakat.  
Pencatat juga memiliki manfaat yaitu untuk menerima 
pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti 
apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat 
halangan perkawinan agar tidak terjadi kekurangan atau 
penyimpangan. Bentuk penyimpangannya dapat dideteksi melalui 
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prosedur dalam pasal 3 PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: 
a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di 
tempat perkawinan akan di langsungkan.  
b) Pemberian tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan. 
c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat 
atas nama bupati kepala daerah.
67
 
Tindakan yang diambil oleh pegawai pencatat setalah 
menerima pemberitahuan diatur dalam pasal (6) sebagai berikut:  
a) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syara-syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 
perkawinan menurut Undang-undang.  
b) Selain penelitian terhadap hal sebagai di  maksut dalam ayat (1), 
pegawai pencatat meliputi: 
(1) Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. 
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat-surat kenal 
lahir, dapat dipergunakan keterangan yang menyatakan 
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39 
 
 
umur dan asal-usul calon mempelai yang di berikan oleh 
kepala desa atau yang singkat itu; 
(2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan 
dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;  
(3) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimasksud dalam pasal 
6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah 
seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun.
68
 
2) Akta nikah  
Akta nikah adalah merupakan surat kuasa otentik di bawah 
tangan yang di sahkan oleh pegawai pencatat. Ia memiliki manfaat 
sebagai “jaminan hukum “ apabila salah satu atau keduanya 
melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga 
berguna untuk membuktikan keabsahan anak dilakukan apabila 
perkawinan itu tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena 
itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) 
“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat 
oleh pegawai pencatat nikah.
69
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H. Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur  
1. Pengertian Perkawinan dibawah umur  
Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan 
oleh Mukholaf (Balig) yang memenuhi syarat. Pengertian perkawinan 
menurut Hukum Islam adalah suatu akad nikah yang kuat (misaqon 
ghalizan)  yang menuntut didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban 
dengan penuh keadilan, keserasian,keselarasan, dan keseimbangan.
70
 Serta 
untuk Untuk menaati perintaah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang 
sakinah, mawadah dan rahmah. 
Firman Allah dalam Al-Qur‟an dan Hadis HR.Bhukhari: 
  ح  د  ػث  نا   ع  م  ر   ب ن   ح  ف  ص   ب ن   غ  يثا   ح  د  ػث  نا   ا  ب   ح  د  ػث  نا   لأا  ع  م  ش   ق  ؿا   ح  د  ػث  نا   ع  م  را  ة   ع  ن   ع  ب  د 
  رلا   ح ن   ب ن   ي  ز  يد   ق  ؿا   د  خ  ل  ت   م  ع   ع  ل  ق  م  ة   ك  ا لأ  س  و  د   ع  لى   ع  ب 
 د  للهاا   ػف  ق  ؿا   ع  ب  د  للهاا   ك نا   م  ع  نلا ي  ب 
  ص  لى   للهاا   ع  ل  ي  و   ك  س  ل  م   ش  ب هبا   لا  
  ن  د   ش  ي نئا   ػف  ق  ؿا   ل  نا   ر  س  و  ؿ  
 للها   ص  لى   للها   ع  ل  ي  و   ك  س  ل  م : 
  ي  ما  ع  ش  ر  شلا  ب  با   م ن   سا  ت  ط  عا  
 م  ن  ك  م  لا  ب  ءا  ة   ػف  ل  ي  ػت  ز  ك  ج   ف 
 ا ن  و   ا  غ  ض   ل  ل  ب  ص  ر   ك  ا  ح  ص  ن  
 ل  ل  ف  ر  ج   ك  م  ن    ل 
  ي  س  ت  ط  ع   ػف  ع  ل  ي 
 و   ب يصلا  ي  ـا   ف 
 ا ن  و   ل  و   ك  ج هءا) هاكر مراخبلا( 
 
Artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah 
menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah 
menceritakan kepada kami dari al A‟masy dia berkata :”Telah 
menceritakan kepadaku dari ‟Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia 
berkata : ”Aku masuk bersama ‟Alqamah dan al Aswad ke (rumah) 
Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda 
dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada 
kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu 
berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan 
pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, 
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dan as-Sunah, ( Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hml.1. 
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maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat 
mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)71 
 
Menurut fiqh klasik menyebutkan perkawinan muda dengan istilah 
al-s}agi>r / al s}agi>rah. Sementara fiqh kontemporer menyebut dengan istilah al 
zawaj al-mubakkir (pernikahan dini). Secara literatur s}agi>r / s}agi>rah bearti 
kecil, yang dimaksut dengan di sini adalah laki-laki maupun perempuan 
yang belum baligh.
72
 Pada anak laki-laki baligh ketentuan tersebut ditandai 
dengan ihtilam yaitu keluarnya sperma baik dalam mimpi ataupun keadaan 
sadar. Sementara pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan 
menstruasi.  
a. Batas usia menikah  
Menurut hukum positif, batas usia nikah ialah suatu batasan 
umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempun. Usia 
calon mempelai yang mengajukan perkara penetapan permohonan 
dispensasi nikah di Pengadilan Agma berkisar antara umur 16 tahun 
hingga 19 tahun. Usia calon tersebut, jelas jauh berbeda bahkan lebih 
rendah dibandingkan dengan batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh 
Undang-Undang perkawinan dan hukum positif lainnya di Indonesia.
73
 
Sementara menurut Hukum Islam  tidak mengatur secara konkret 
tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan 
agama tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk 
                                                             
71 Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, Beirut : Dar al 
Kitab al „Ilmiyyah, 1992, hlm. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, 
Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1993, hlm. 638 dengan sanad yang berbeda. 
72 Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: Lkis,2007), hlm.90. 
73 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm.290. 
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melangsungkan perkawinan.
74
 Adapun batas usia menikah menurut 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut: 
b. Batas usia nikah menurut Undang-Undang 
Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat 
dalam Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya.” 
Adapun pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan: 
“Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) 
tahun.  
Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) 
pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak 
wanita. Dan pada ayat (3) “ketentuan-ketentuan mngenai keadaan salah 
seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal (6), (3), dan (4) 
undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksut 
dalam pasal 6 ayat (6).  
c. Batas usia nikah menurut kompilasi hukum islam  
Pada pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan 
rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang 
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telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang 
No.1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya 
berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapati izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 
ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan.  
d. Batas usia nikah menurut kitab undang-undang hukum perdata 
Dalam Bab IV tentang perkawinan pada pasal 29, yakni “laki-
laki yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun penuh dan 
perempuan yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun penuh, 
tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-
alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan 
memberikan dispensasi.
75
 
2. Faktor penyebab perkawinan di bawah umur  
a. Agama  
Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau 
menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi 
terhadap pernikhan di bawah umur, bahkan dalm pandangan Islam 
“nikah” adalah fitrah manusia dan sangat di anjurkan bagi umat 
Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri 
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kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan sah agar tidak 
mencari jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.
76
 
b. Budaya (tradisi) 
Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa 
masyarakat di daerah Indonesia dan sebgaian menganggap bahwa 
perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Bahkan, 
dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan 
jika anak gadisnya pada usia muda sudah di lamar dan dinikahi oleh 
laki-laki lain. Hal ini karena adat atau kebiasaan yang masih melekat 
di masyarakat, ikuti serta memengaruhi cara berpikir masyarakat.  
c. Sosial (kebiasaan)  
Dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kebiasaan yang 
sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap 
pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap perkawinan 
usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikn dan tingkat 
minimnyaperekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang 
biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan 
pernikahan di bawah umur tersebut
77
.  
d. Hukum  
Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum secara progresif 
mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah 
                                                             
76Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 
Dibawah Umur, (Jakarta :Pranada Media Gruop, 2018), hlm.140.  
77Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 
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yang timbul dalam sebuah perkawinan, khususnya pada perkawinan 
di bawah umur. Apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan 
jelas serta berjalan dengan baik, maka dampak yang akan timbul 
yakni di setiap tahun perkawinan usia dini akan berkurang. Akibat 
perkawinan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang 
menimbulkan perkawinan dini seperti kecenderungan pergaulan 
bebas yang tidak di batasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-
pihak terkait
78
.  
3. Akibat Perkawinan Dibawah Umur  
Akibat dari perkawinan dini di bawahumur menimbulkan 
beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. 
Meskipun terdapat dampak positif dalam perkawinan di bawah umur 
namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Akibat buruk yang sering 
timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para 
pelaku kawin di bawah umur.
79
 Dampak negatif dan positif sebagai 
akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut dapat dijelaskan secra 
rinci, sebagai berikut: 
a. Dampak negatif  
1) Peningkatan percerian akibat perkawinan di bawah umur.  
2) Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak.  
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3) Secara medis penelitian menunjukan bahwa perempuan yang 
kawin di usia muda, dengan berhubungan seks selalu kawin, dan 
kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak 
negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim 
atau cancer cervix karen hubungan seks secara bebas ataupun 
berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.  
4) Sikap pro terhadap perkawinan di bawah umur beralasan bahwa 
kawin usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang 
telah membudaya di beberapa masyarakat.  
b. Dampak positif 
1) Memperjelas status perkawinan 
2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur 
bapak.  
3) Mendapatkan pengakuan yang baik dari lingkungan. 
4) Terjaga dari pandanga-pandangan atau nilai moral baik dari 
masyarakat. 
5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.80 
4. Dispensasi Perkawinan 
a. Pengertian Dispensasi Perkawinan  
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi bearti 
pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, 
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian 
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tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa sesuatu 
peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang 
khusus (dalam hukum administrasi negara).
81
 Dispensasi menurut W.K 
Prins dan R. Kosim bahwa tindakan pemerintah yang menyebabkan 
suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu 
hal yang istimewa (relaxation legis). Sedangkan menurut Ateng 
Syafrudin, bahwa dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan 
yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi bearti 
menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis).
82
 
Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian, dalam hal 
perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki 
ataupun perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan 
melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang 
berlaku prosedurnya sebagai berikut: 
1) Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di 
bawah, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, 
mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.  
2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para 
Pemohon 
3) Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai 
Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon 2) posita yaitu alasan-alasan 
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atau dlil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas 
calon mempelai laki-laki ataupun perempuan, dan petitum yaitu hal 
yang di mohon putusannya dari pengadilan.
83
 
Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para 
pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut 
ini: 
1) Asli kutipan Akta Nikah ataupun duplikat kutipan akta nikah 
pemohon. 
2) Fotokopi kutipan akta nikah ataupun duplikat kutipan akta nikah 2 
(dua) lembar 
3) Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila 
telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat 
keterangan domisili dari kelurahan setempat. 
4) Kartu keluarga (bila ada). 
5) Akta kelahiran anak (bila ada) 
6) Surat penolakan pencatatan perkawinan dari kantor urusan agama 
(KUA) setempat
84
.   
b. Izin Kawin  
Izin kawin adalah untuk perkawinan yang calon suami atau 
calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari 
orangtuanya. Prosedurnya sebagai berikut: 
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1) Calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang umurnya belum 
21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuannya, mengajukan 
permohonan tertulis ke Ppengadilan  
2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat Pemohon  
3) Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami ataupun 
calon istri yang belum berumur 21 tahun sebagai Pemohon) posita 
yaitu alasan ataupun dalil yang mendasari diajukannya 
permohonan, serta identitas orangtua Pemohon dan calon suami 
ataupun calon istri, petitum yaitu hal yang di mohon putusannya 
dari Pengadilan.  
Selain ketentuan di atas, untuk mempermudah proses, para 
pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut 
ini: 
1) Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila 
telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP, maka Surat 
Keterangan Domisili dari kelurahan setempat  
2) Kartu Keluarga (bila ada ) 
3) Akta kelahiran anak ataupun calon yang ingin menikah ( bila ada) 
4) Surat penolakan Pencatat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama 
setempat
85
.  
Setelah lengkap dokumen ataupun alat bukti dalam perkara 
dispensasi kawin, maka putusannya diserahkannya kepada 
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pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam 
hal sorang hakim menangani suatu perkara jika dalam suatu peraturan 
yang dibuat oleh penguasa tidak ditemukan, maka hakim harus 
menemukan hukumnya (rechtvinding). Ini merupakan proses 
konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum 
dengan mengingat peristiwa konkret
86
.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN 
PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR 
NOMOR. 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta 
Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi 
yang mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan 
peradilan Indonesia yang Agung. Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman 
perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang 
diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama 
Surakarta, yang dalam menjalankan tugasnya tersebut secara teknis yustisial 
dan administrasi finalsialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia. Menyelenggarakan peradilan yang cepat, tepat dengan 
biaya ringan terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, 
sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan 
masyarakat sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.  
Pengadilan Agama Surakarta didalam melaksanakan tugas sehari-harinya 
menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik 
Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.00 M2 diatas tanah seluas 
741 M2 yang terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-
643643 Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status 
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gedung dan tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah 
Agung Republik Indonesia.  
1. Keadaan Geografis  
Secara astronomis Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15″ dan 
110 45` 35″ Bujur Timur dan 70 36` dan 70 56` Lintang Selatan. 
Berdasarkan Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016, Kota 
Surakarta lebih dikenal dengan KOTA SOLO. Kota Surakarta pada 
semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269 jiwa, terdiri 
dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan dengan 
kota lain yang ada di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat 
di Jawa Tengah dengan posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas 
wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke 22 dari 93 kota otonom 
dan 5 kota administrasi di Indonesia
87
.  
Surakarta terletak didataran rendah diketinggian 105 m dpl dan 
dipusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km. Surakarta berada sekitar 65 
km timur laut (Yogyakarta), 100 km tenggara ( Semarang), dan 260 km 
barat daya ( Surabaya ) serta di kelilingi oleh gunung Merapi 
ketinggiannya 2930 m bagian barat, dan Gunung Lawu dengan 
ketinggiannya 3265 m di bagian timur. Sedikit jauh ke arah selatan 
terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena 
dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati 
oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali jenes sampai keujung sungai Solo 
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kota. Mata air bersumber dari lereng gunung Merapi, yang 
keseluruhannya berjumlah 19 lokasi, dengan kapasitas 3.404 liter/detik. 
Ketinggian rata-rata mata air adalah 800-1.200 m dpl. Pada tahun 1890-
1827 hanya ada 12 sumur di Surakarta. Saat ini pengambilan air bawah 
tanah berkisar sekitar 45 l/detik yang berlokasi di 23 titik. Pengambilan 
air tanah dilakukan oleh industri dan masyarakat, umumnya ilegal dan 
tidak terkontrol.
88
   
2. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta 
Surakarta adalah bekas daerah Swapraja (voorsten landen), Daerah 
kerajaan Jawa dari daerah Keraton Kartosuro. Yang ketika ada gegeran 
pemberontakan orang-orang cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh 
pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke Desa Sala, 
yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah 
bergelar Sri Susuhan Pangkubuwono Senopati hing Ngalogo, 
Khaliratullah Sayidin Panatep Panata Agama. Semula wilayah 
kerajaannya yang meliputi juga wilayah kesultanan Yogyakarta. Tetapi 
setelah terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran 
Mangkubumi dan Raden Mas Said, atas Politik Belanda guna 
menghentikan pemberontakan tersebut, Kerajaan dipecah-pecah menjadi 
2 yakni: 
a. Kasunanan Surakarta. 
b. Kasultanan Yogyakarta.  
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Daerah Kasunanan Surakarta kemudian terpecah belah lagi yaitu: 
Kasunan Surakarta dan Mangkunegaraan. Raja yang memerintah 
Mangkunegaran yang berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro.   
Kerajaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintah yang mewarisi 
Pemerintah Kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat 
Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut “PENGULU” susunan 
organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu:  
a. Pengulu Ageng.  
b. Pengulu Kabupaten.  
c. Pengulu Kecamatan/Kawedanan.  
Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3: 
a. Menjalankan hukum syara yang berhubungan dengan ibadah, dsb. 
Yang berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk 
mengurusi tempat ibadah (Masjid).  
b. Menjalankan Hukum syara dalam Pengadilan Serambi menerima, 
memeriksa, dan memutus perkara-perkara talak, warisan, wasiat, 
perkawinan, pembagian harta gono-gini (harta bersama) dsb. 
c. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan 
perkawinan serta bertindak sebagai Wali Haki, dalam suatu lembaga 
yang di beri nama: Yugosworo.  
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 
1882 No.24 Stbl 1882 No.152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa 
dan Madura Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K.Pengulu Tafsir 
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Anom ke V. Diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu 
Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 C/1883 M dan 
pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, 
maka beliau ( K.Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkt menjadi Hoofd 
Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No.4 
X.  
Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan 
sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI 
maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakartapun turut 
mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama 
Surakarta, meliputi: 
a. Kotamadya / Dati II Surakarta 
b. Kabupaten / Dati II Sukoharjo 
c. Kabupaten / Dati II Karanganyar 
Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo yang bedirinya 
cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama 
Surakarta. Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri 
Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar  lepas dari Pengadilan Agama 
Surakarta.  
Pada tahun 1948 diwaktu tentara Belanda melakukan aksi militernya 
masuk ke dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedangkan Pemerintahan 
RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka 
Pengaadilan Agama Surakarta menjadi juga keadaan gerilya. Bahkan oleh 
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Pemerintah RI dalam Gerilya, Pengadilan Agama diserahi kekuasaan 
untuk memeriksa dan memutuskan perkara waris dari orang-orang yang 
beragama Islam. Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa 
pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah 
Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).  
Pada tahun 1956/1957 Pengadilan Agama Surakarta pindah tempat ke 
Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) 
Kodya Surakarta, yang letaknya di alun-alun Utara Surakarta. Sedangkan 
pada tahun1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu: dengan 
berdirinya Pengadilan Agama cabang Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten.  Sedangkan pada 
tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September/ PKI ( G30 
SPKI) Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat 
SOBSI yaitu di alun-alun Utara KUP 18 Surakarta. Ketika sudah 
menempati gedung bekas SOBSI  Pengadilan Agama Surakarta 
mendapatkan penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI.  
Pada tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan 
bagian proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 
m. Untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya 
Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 m, yaitu bekas 
tanah perkuburan dijalan Veteran No. 169/C Surakarta. Maka setelah 
selesai pembangunan Balai Sidang Pegadilan Agama Surakarta pada awal 
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tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri 
yang baru
89
.  
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta  
Visi: “terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa berdasarkan 
putusan yang adil sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan 
damai” 
Misi: “menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang 
menundukan diri di hukum Islam bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, 
wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah secara sederhana cepat dan biaya 
ringan
90”. 
4. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surakarta  
Struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta, yang berdasarkan 
peraturan Perma No. 7 Tahun 2015 sebagai berikut:  
Ketua:  
- Drs. Bahruddin, MH 
Wakil:  
- Drs. H. Samarul Falah, MH 
Hakim:  
- Dra. HJ. Chairiyah 
- Dra. HJ. Sarsini 
                                                             
89 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php/menu-utama/sejarah diakses 17 Februari 2019. 
90 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php diakses 17 Februari 2019. 
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-  Drs. H. Nurul Azis Shohibul Izzah 
-  H. Suyanto,SH,MH 
-  Drs. Musaddad Zuhdi, MH 
-  Drs. H. Ali Mhfud, SH 
-  H. Zubaidi, SH 
-  Drs. Jayin, SH 
-  Drs. H. Makmun, MH 
-  Elis Rahmahwati, SH, S.Hi, MH 
Panitra:  
- Drs. H.A. Heryanta Budi Utama 
Panitera muda gugatan: 
- Tri Purwani, SH., MH. 
Panitera muda hukum: 
- HJ. Istriyah, SH 
Panitra muda permohonan: 
- Umi Sangadah, SH 
Panitra Pengganti:  
- Muhammad Fatoni  
- Korizah Triahany, SH 
- Mujiati, SE., SH. 
Jurusita:  
- Makarim 
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Jurusita pengganti: 
- Topo Cipto Nugroho, A.Md 
- Suparmo 
- Ratna Evayanti, SE 
Sekertaris:  
- Ichwan Firmansyah A., S.Ag 
Kasubag kepegawaian dan ortala: 
- Dra. Zumtini Mustofiyah, SH 
Kasubag perencanaan: 
- Diana Rulianti, S.KOM, M.Eng 
Kasubag umum dan keuangan
91
: 
- Risdiyanti 
5. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta  
a. Pengaduan  
1) Pengaduan harus mencantumkan dan memiliki persyaratan sebagai 
berikut:  
a) Menyampaikan, membawa, melampirkan data-data serta bukti 
yang  dipertanggungjawabkan secara hukum; 
b) Identitas yang jelas terdiri dari: nama, alamat, contact 
person/no.telp. 
 
 
                                                             
91 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php diakses 17 Februari 2019. 
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2) Tata cara pengaduannya sebagai berikut:  
a) Adukan melalui meja informasi; 
b) Atas PPID akan memberikan tanggapan tertuli yang 
disampaikan oleh petugas informasi dengan tembusan kepada 
PPDI selambat-lambanya dalam waktu 20 (dua puluh) hari 
sejak keberatannya dicatat dalam register keberatan; 
c) Paling lambat sekurang-kurangannya dalam waktu 2 (dua) hari 
kerja  
setelah diterima dari atasan PPID, maka petugas informasi 
harus memberitahukan keputusan atasan PPID tersebut kepada 
pemohon;   
d)  Pemohon yang merasa tidak puas dengan informasi putusan, 
dalam  
mengajukan keberatan ke komisi informasi paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima.   
b. Hal-hal yang akan perlu diproses dan diadukan dalam menu 
pengaduan: 
1) Pelayanan  
a) Proses pelayanan berperkara di Pengadilan Agama Surakarta; 
b)  Pelayanan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta.  
2) Pelanggaran  
a) Pelanggaran tentang kedisiplinan antara pegawai Pengadilan 
Agama Surakarta 
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b) Pelanggaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengadilan Agama 
Surakarta; 
c) Perselisihan/pertengkaran yang menyangkut para 
petugas/pegawai pengadilan 
d) Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja 
atau kelalaian dan ketidak pahaman.  
3) Pungutan liar  
a) Pungutan liar yang dilakukan oleh petugas dikantor Pengadilan 
Agama Surakarta;  
b) Pungutan liar yang dilakukan oleh petugas diluar Pengadilan 
Agama Surakarta.  
Seluruh pengaduan yang berkenan dengan persoalan 
tersebut diatas saat disampaikan melalui beberapa cara, antara lain:  
a) Datang langsung di Pengadilan Agama surakarta pada setiap 
hari kerja senin s/d kamis pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, dan pada 
hari jum‟at pukul 07.00 s/d 16.00. yang mengadukan persoalan 
baik secara langsung (berbicara) atau tertulis yang diajukan 
kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta yang dengan 
menjelaskan dan sedapat mungkin membawa bukti-bukti yang 
menguatkan aduanya tersebut. Apabila pengaduan dikirim 
melalui pos dan amplop tertutup, maka harus disebutkan 
dengan secara jelas bahwa isi amplop tersebu adalah surat 
pengaduan dengan menulis kata “PENGADUAN PADA 
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PENGADILAN AGAMA SURAKARTA” dibagian kiri atas 
amplop; 
b) Melalui telepon atau fax 0271-636270; 
c) Informasi layanan perkara dan pengaduan di Pengadilan 
Agama Surakarta dapat dilayani melalui antaranya:  
(1) Email pengaduan di pengaduan.pasurakarta@yahoo.com  
(2) Whatsapp ( WA: 08121505265 atau dapat melalui BBM di 
PIN: 5A5D190. 
Dengan cara ketik: #kodeinfo#Noperkara. Kode info: 
(1) #1: Info Perkara Baru 
(2) #2: Biaya Perkara  
(3) #3: Jadwal Sidang 
(4) #4: Status Perkara  
(5) #5: Akta Cerai 
(6) #6: Pengaduan 
(7) #7: Panggilan  
c. Penerima Pengaduan  
1) Pengadilan Agama Surakarta yang akan menerima setiap 
pengaduan yang diajukan oleh masyarakart baik secara lisan 
taupun non lisan (tertulis); 
2) Pengadilan Agama Surakarta yang akan memberikan penjelasan 
yang mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan 
pada saat masyarakat mengajukan pengaduan; 
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3) Pengadilan Agama Surakarta yang akan memberikan tanda terima, 
jika pengaduan diajukan dengan cara tertulis; 
4) Pengadilan Agama Surakarta yang hanya akan menindak lanjuti 
pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor; 
5) Pelapor dapat mencantumkan identitas dan mengirimkan atau 
menyertakan bukti yang dapat menguatkan aduanya tersebut. 
Namun selama indormasi dalam pengaduan benar dan memiliki 
dasar yang kut, pengaduan tersebut akan tetap ditindak lanjuti 
walaupun tidak mencantumkan identitas; 
6) Setiap data dan identitas yang akan diberikan oleh pelapor akan 
dirahasiakan
92
.  
d. Alur Dan Tahap Penanganan Pengaduan  
 
 
 
 
   
 
 
                                                             
92 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php diakses 17 Februari 2019. 
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Pengadilan Agama Surakarta menerima pengaduan pada hari 
senin sampai kamis mulai pukul 08.00 s/d 16.00 dengan cara: 
1) telepon (0271) 636270; 
2) Via pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Surakarta Jl.Veteran 
No.273 surkarta, kode pos 57155; 
3) Melalui email pengaduan: pengaduan pa.surakarta@yahoo.com; 
4) Datang langsung ke meja Pengadilan Agama Surakarta  
e. Alur Pendaftaran Dan Persidangan  
1) Membayar uang panjar biaya perkara; 
2) Mendaftarkan disertai dengan surat gugatan/permohonan; 
3) Mendapatkan SKUM; 
4) Perkara disidangkan; 
5) Para piak diberi kesempatan untuk mediasi terlebih dahulu;  
6) Jika mediasi tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan; 
7) Proses persidangan;  
8) Sidang diputus oleh hakim.  
f. Syarat-Syarat dan Proses Pengajuan Dispensasi  
1) Syarat-Syarat 
a) Surat yang berupa penolakan dari KUA yang berisi tentang 
alasan-alasan mengapa ditolaknya dari KUA; 
b) Surat keterangan yang berupa pemberitahuan tentang adanya 
halangan atau kurangnya persyaratan nikah dari KUA; 
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c) Satu lembar foto copy KTP Pemohon calon (suami istri) yang 
dimateraikan  Rp. 6000; 
d) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah 
pemohon yang dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukkan yang 
asli; 
e) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang 
dimateraikan Rp. 6000; 
f) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang 
dimateraikan Rp. 6000; 
g) Foto copy KK pemohon di materaikan Rp. 600; 
h) Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon di materaikan 
Rp. 6000; 
i) Surat keterangan hamil dari Dokter/Bidan; 
j) Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa; 
k) Membayar biaya pajar. 
2) Proses  
a) Setiap permohonan yang diajukan oleh orang tua anak baik 
secara lisan maupun tertulis akan diterima Pengadilan Agama 
Surakarta; 
b) Pihak Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan 
penjelasan mengenai tentang kebijakan dan prosedur pada 
masyarakat yang mengajukan permohonan; 
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c) Pengajuan jika diajukan secara tertulis maupun lisan, pihak 
Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan tanda terima, 
apabila pengajuannya dengan cara lisan maka akan dibantu 
oleh petugas dalam pengajuan; 
d) Pengajuan akan ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama 
Surakarta  yang hanya mencantumkan identitas; 
e) Masyarakat yang mengajukan dapat mencantumkan identitas 
dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang akan dapat 
menguatkan adanya tersebut. Selama informasi pengajuan 
benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan akan tetap 
ditindak lanjuti meskipun tidak mencantumkan identitas; 
f) Data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan; 
g) Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar; 
h) Membayar uang pajar perkara; 
i) Perkara disidangkan; 
j) Proses persidangan; 
k) Sidang diputus hakim.  
 
B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Perkara Dispensasi 
Perkawinan Di bawah Umur Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska 
Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska   
1. Pokok Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur  
Menimbang, bahwa pemohon selaku seorang ibu menikahkan anak 
kandung pemohon yang berinisial F binti S yang berumur 15 tahun 6 
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bulan dengan seorang laki-laki yang berinisial S bin D yang  berumur 
23 tahun 4 bulan;.  
Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan dan 
dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, namun ditolak oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan surat nomor 
119/KUA.11.31/02/PW.01/VIII/17. Dikarenakan anak pemohon yang 
berinisial F belum mencapai umur 16 tahun; 
Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan 
tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia 
bagi anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun karena inisial F 
binti S masih berumur 15 tahun 6 bulan;  
Menimbang, bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk 
dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dekat sejak kurang 
lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikiannya 
eratnya, sehingga anak pemohon saat ini dalam keaadan hamil 4 bulan 
yang khawatir tidak segera dinikahkan akan terjadi terhadap larangan 
agama;  
Menimbang, bahwa Inisial F binti S telah aqil Baligh (dewasa) dan 
sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga; 
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Menimbang, bahwa antara inisial F binti S tersebut tidak ada 
larangan untuk melakukan perkawinan, karena hubungan muhrim, baik 
nasab perkawinan ataupun tidak ada hubungan sesusun; 
Menimbang, bahwa antara inisial F binti S berstatus perawan 
sedangkan S bin D berstatus jejaka; 
Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami 
anak pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak 
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya 
perkawinan; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada 
Pemohon agar menikahkan anaknya sampai umur batas minimal 16 
tahun akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya 
dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan 
mengabulkan permohonannya;  
 Menimbang, bahwa inisial S mengaku sanggup bertanggung 
jawab untuk menafkahi anak pemohon karena sudah bekerja sebagai 
karyawan pengusaha burung lawet berpenghasilan Rp. 1.900.000,- 
setiap bulan.  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya 
tersebut telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut: 
1) Surat Keterangan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta nomor 
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19/KUA.11.Sip2/PW.01/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 
(Tertanda P.1); 
2) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas inisial nama Shizuka nomor 
1436/2002  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil 
Kabupaten Karanganyar yang telah bermaterai cukup dan 
bersetempel pos,tanggal 22 Januari 2015 (tertanda P.2);  
3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor: 
3313134905810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta. Yang telah bermeterai cukup dan berstempel Pos, 
tanggal 14 Juli 2017  (Tertanda P.3); 
4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah 135/59/III/2001 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar, tanggal 18 Maret 2001(tertanda P.4); 
5) Selain bukti surat tersebut permohonan telah mengajukan 2 orang 
saksi Insial B bin W dan inisial S bin H. Yang telah memberikan 
keterangan dibawah sumpah
93
. 
2. Legal Standing 
Bahwa Pemohon selaku seorang ibu yang mengajukan 
permohonan ini sendiri karena suami Pemohon telah meninggal dunia 
pada tahun 2015 karena kecelakaan. Pemohon bermaksut untuk 
menikahkan anak kandung Pemohon yang pernikahan tersebut sangat 
mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan 
                                                             
93 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0067/pdt.P/2017/PA.Ska Perihal 
Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakses 6 
Agustus 2018. hlm. 4 
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dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah 
sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon saat ini dalam keaadan 
hami 4 bulan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 
keterangan anak Pemohon serta bukti P.2 yang telah membuktikan 
bahwa anak Pemohon inisial F saat ini masih dalam usia 15 tahun 6 
bulan, sehingga untuk melangsungkan perkawinan dispensasi kawin 
dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang No.1 tahun 1974; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.4 bahwa 
terbukti F adalah anak kandung Pemohon; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa anak 
Pemohon inisial F belum mencapai umur 16 tahun untuk 
melaksanakan perkawinan, sehingga oleh pihak KUA. Kecamatan 
Jebres ditolak karena belum memenuhi syarat tentang batas minimal 
melaksanakan perkawinan; 
3. Pertimbangan  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
adalah sebagaimana tersebut diatas; 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berdomisili dan 
bermaksut menikahkan anaknya diwilayah hukum Pengadilan Agama 
Surakarta oleh karena itu permohonan pemohon tersebut menjadi 
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wewenang Pengadilan Agama Surakarta yang sesuai dengan ketentuan 
pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974; 
Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan 
Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya adalah karena 
Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang inisial F dengan 
calon suaminya inisial S akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta karena anak pemohon belum 
mencapai umur 16 tahun, padahal perkawinan keduanya mendesak 
untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon sudah hamil 4 bulan 
akibat hubungan cintanya dengan calon suaminya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 
keterangan anak Pemohon serta bukti yang telah membuktikan bahwa 
anak Pemohon inisial F saat ini masih dalam usia 15 tahun 6 bulan, 
sehingga untuk melangsungkan perkawinan dispensasi kawin dari 
Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang No.1 tahun 1974; 
Menibang, bahwa berdasarkan alat bukti bahwa terbukti F adalah 
anak kandung Pemohon; 
Menimbang, bahwa anak Pemohon F belum mencapai umur 16 
tahun untuk melaksanakan perkawinan, sehingga oleh pihak KUA. 
Kecamatan Jebres ditolak karena belum memenuhi syarat tentang batas 
minimal melaksanakan perkawinan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon calon 
suami anak Pemohon , ayah calon suami anak Pemohon dan 
keterangan saksi-saksi yang dibawa sumpah bahwa hubungan anak 
Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berjalan cukup lama 
dan telah menunjukan hubungan sangat akrab bahkan anak Pemohon 
telah hamil 4 bulan sehingga dengan demikian kekhawatiran Pemohon 
akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan agama antara anak 
Pemohon dengan calon suaminya secara terus menerus, cukup 
beralasan bila perkawinan anak Pemohon tidak segera dilaksanakan
94
; 
Menimbang, bahwa mengakui saat ini sudah dalam keadaan hamil 
4 bulan sebagai akibat hubungan dirinya dengan calon suaminya 
tersebut, sehingga dapat dianggap telah mampu secara fisik dan mental 
untuk melangsungkan perkawinan; 
Menimbang, bahwa oleh karena sudah berhubungan kelamin 
dengan calon suaminya bahkan, sudah hamil 4 bulan, maka apabila 
mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang 
lebih besar yakni membiarkan mereka berbuat zina yang lebih lama, 
sehingga menikahkan adalah pilihan yang tepat sebagaimana dimaksud 
dalam sebuah kaidah fiqhiyah berbunyi: 
  د  ر  ء  لا  م  ف 
 سا  د   م  ق د ـه   ع  ل  ج ى  ل  ب  لا  م  صا 
 ل  ح 
Artinya: Menolak yang madharat itu didahulukan  dari pada menarik 
kemaslahatn 
                                                             
94 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0067/pdt.P/2017/PA.Ska Perihal 
Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakses 6 
Agustus 2018. hlm. 5-8.  
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Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam membuat penetapan ini 
perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah 
Wa Nadzar hal 128 yang berbunyi: 
  ت  ص  ر  ؼ    لاا  م  ـ ا   ع  ل  رلا ى  ع  ي  ة   م  ػن  و هط   با ل  م  ص  ل  ح  ة  
Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan  
 
Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bekerja 
sebagai karyawan usaha burung walet berpenghasiln sebesar Rp. 
1.900.000,- setiap bulan dipandang cukup dan mampu untuk 
menafkahi keluarganya; 
Menimbang, bahwa pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
95
; 
4. Kesimpulan  
Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan 
tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia 
bagi anak yang belum mencapai 16 tahun karena inisial F bin S  masih 
berumur 15 tahun 6 bulan. sehingga oleh pihak KUA, Kecamatan 
Jebres ditolak karena belum memenuhi syarat tentang batas minimal 
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melaksanakan perkawinan. Oleh karena untuk menguatkan dalil 
permohonannya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti yang 
berupa Surat Keterangan Penolakan Perkawinan, Fotocopy Kutipan 
Akta Kelahiran, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Kutipan 
Akta Nikah, mengajukan 2 orang saksi;  
Menibang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon calon 
suami anak Pemohon, ayah calon suami anak Pemohon dan keterangan 
saksi-saksi yang dibawa sumpah bahwa hubungan anak Pemohon 
dengan calon suaminya tersebut telah berjalan cukup lama dan telah 
menunjukan hubungan sangat akrab bahkan anak Pemohon telah hamil 
4 bulan sehingga dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan 
terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan agama anata anak 
Pemohon denga calon suaminya secara terus menerus, cukup beralasan 
bila perkawinan anak Pemohon tidak segera dilaksanakan; 
Menimbang, bahwa oleh karena sudah berhubungan kelamin 
dengan calon suaminya bahkan, sudah hamil 4 bulan, maka apabila 
mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang 
lebih besar yakni membiarkan mereka berbuat zina yang lebih lama, 
sehingga menikahkan adalah pilihan yang tepat sebagimana dimaksud 
dalam sebuah kaidah fiqhiya; 
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Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam membuat penetapan ini 
perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqiya dalam kitab Al Asybah Wa 
Nadzar
96
. 
5. Biaya Perkara  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka segala biaya perkara ini 
dibebankan kepada pemohon
97
; 
6. Penutup  
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
ketentuan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini
98
; 
7. Amar Putusan  
a.  Dalam Putusan  
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;  
2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk 
menikahkan anak Pemohon yang berinisil Shizuka binti Gant 
dengan calon Suaminya berinisial Nobita bin Suneo; 
3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)
99
; 
b.  Pengucapan Putusan 
Demikinlah Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada 
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hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan 
tanggal 27 Dzulhijah 1438 H, oleh kami Drs.H. Makmun, M.H 
sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Zubaidi, S.H, dan Elis Rahmahwati, 
S.H.I, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan 
mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim ketua tersebut dalam 
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh 
para hakim anggota yang sama dibantu oleh Istriyah, S.H. sebagai 
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
100
.  
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BAB IV 
ANALISIS 
DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI 
PERSPEKTIF Al-Mas{lah{ah{ Al-Mursalah (Studi Putusan 
No.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska) 
 
A. Pertimbangan Hakim Dan Dasar-Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam 
Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung 
manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim 
harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim 
tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari 
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung.  
Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian,  
dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam 
pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh 
kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar 
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.  
77 
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Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya 
bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan 
kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 
Serta hakim juga dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, 
kemudian menafsirkannya untuk menentukan ataupun menemukan suatu 
bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula 
kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-
fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta yang ditemukan 
untuk menetukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna 
penerapan aturan hukum tersebut.  
Pada dasarnya dalam menangani suatu perkara, asas yang digunakan 
hakim adalah asas hakim bersifat menunggu. Artinya, para hakim Pengadilan 
Agama bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan ke pengadilan 
agama, apabila tidak ada tuntutan hak atau maka tidak ada hakim, akan tetapi 
bila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh menolak dan harus 
memproses sesui dengan Undang-Undang. Putusan Hakim nomor. 
0067/Pdt.P/2017/PA.Ska, diawali dengan dijukan permohonan pada tanggal 
28 Agustus 2017 dan tanggal 05 Juni 2017, dengan masalah perkara sebagai 
berikut: 
Pokok Perkara 
Menimbang, bahwa pemohon selaku seorang ibu menikahkan anak 
kandung pemohon yang dengan inisial F binti S berumur 15 tahun 6 bulan 
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dengan seorang laki-laki yang dengan inisial S bin D yang berumur 23 tahun 
4 bulan
101
;.  
Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan dan dicatat di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, 
Kota Surakarta, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta dengan surat nomor 119/KUA.11.31/02/PW.01/VIII/17. 
Dikarenakan anak pemohon yang berinisial nama F belum mencapai umur 16 
tahun; 
Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan 
tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak 
Pemohon yang belum mencapai 16 tahun karena inisial F binti S masih 
berumur 15 tahun 6 bulan;  
Menimbang, bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk 
dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dekat sejak kurang lebih 1 
tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikiannya eratnya, sehingga 
anak pemohon saat ini dalam keaadan hamil 4 bulan yang khawatir tidak 
segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama;  
Menimbang, bahwa Inisial F binti S telah aqil Baligh (dewasa) dan 
sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga; 
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Menimbang, bahwa antara inisial F binti S tersebut tidak ada larangan 
untuk melakukan perkawinan, karena hubungan muhrim, baik nasab 
perkawinan ataupun tidak ada hubungan sesusun; 
Menimbang, bahwa antara inisial F binti S berstatus perawan 
sedangkan S bin D berstatus jejaka
102
; 
Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami 
anak pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada 
pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada 
Pemohon agar menikahkan anaknya sampai umur batas minimal 16 tahun 
akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon 
kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan 
permohonannya;  
Menimbang, bahwa inisial S mengaku sanggup bertanggung jawab 
untuk menafkahi anak pemohon karena sudah bekerja sebagai karyawan 
pengusaha burung lawet berpenghasilan Rp. 1.900.000,- setiap bulan.  
Berdasarkan pasal 49 ayat (1)dan (2) yang sama penjelasannya dengan 
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambahkan 
dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006. Yang dalam perkara tersebut 
telah menjadi wewenang Pengadilan Agama Surakarta dan oleh karena telah 
diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. 
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
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pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang. Peradilan Agama berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan pekara antara orang-
orang yang beragama Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan, 
waris wasiat, hibah wakaf, infak, sodaqoh dan ekonomi syari‟ah.   
Pengadilan Agama dalam perkara yang berkaitan Dispensasi 
Perkawinan ini mempunyai Kewenangan/ Kekuasaan Relatif (Relative 
comptentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara 
pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang 
berhubungan dengan wilayah lingkungan peradilan agama.  
Pengadilan Agama menentukan kekuasaan relatifnya  dalam perkara 
permohonan yang akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya 
meliputi kediaman pemohon, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor.7 
Tahun 1989 adalah sebagai berikut “Permohonan Dispensasi Perkawinan bagi 
kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki 
dan 16 tahun bagi perempuan permohonannya diajukan oleh orang tuanya 
yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang berdasarkan wilayah 
hukum meliputi kediamannya.   
Berdasarkan wilayah hukum yang meliputi kediaman, Pemohon 
dengan surat permohonannya pada tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta. Dalam menangani setiap perkara 
yang masuk ke pengadilan, hakim dalam menanganinya selalu dituntut untuk 
mempelajari tersebih dahulu perkara tersebut  harus disikapi dengan baik, 
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teliti dan cermat. Untuk mengetahui peristiwa atau fakta tersebut benar-benar 
terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan 
hukum antara para pihak. 
Pada hari pertama saat proses persidangan berlangsung pemohon 
selaku ibu kandung dari anak pemohon telah hadir sendiri di persidangan, 
maka hakim tidak serta merta memeriksa yang dimana majelis hakim akan 
menyarankan kepada pemohon agar menikahkan anaknya sampai umur batas 
minimal 16 tahun, yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 
ayat (1). Akan tetapi tidak berhasil, didalam permohonan pemohon tersebut 
pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis 
Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonannya.  
Jika upaya Majelis Hakim menyarankan kepada pemohon agar 
menikahkan anaknya sampai umur batas minimal tidak berhasil, maka hakim 
harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut yang sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian perkara akan diperiksa dan 
diselesaikan oleh hakim yang melalui proses persidangan (litigasi) 
sebagaimana mestinya. Dari hasil putusan nomor. 0067/Pdt.P/2017/PA.Ska 
penulis menganalisis menimbang, bahwa pemohon selaku seorang ibu 
kandung dan serta pemohon satunya lagi seorang bapak kandung dari anak 
pemohon yang dilahirkan pada tanggal 27 Februari 2002, yang pada saat ini 
anak pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan. Sehingga bedasarkan 
Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 yang berada dalam Pasal 
7 ayat (1), menjelaskan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kedua belah 
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pihak yang telah mencapai batas umur minimal bagi pihak laki-laki sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 
tahun,  hal ini yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) 
didalamnya menjelaskan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 
Tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 
calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan umur calon 
mempelai perempuan sampai sekarang ini masih berumur 15 tahun 6 bulan, 
yang berdasarkan dalam pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan 
kurang dari batas minimal umur yang telah ditetapkan, maka untuk 
melakukan perkawinan harus ada Dispensasi dari pengadilan.  
Pada tahap keterangan dan pembuktian ini dalam persidangan  para 
pemohon, calon suami anak pemohon, dan saksi-saksi. Telah memberikan 
keterangan kebenarannya  bahwa usia pihak perempuan/calon istri yang 
selaku anak dari pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan yang belum 
memenuhi ketetapan batas minimal yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang No.1 Tahun1974 yakni calon isteri sekurang-kurangnya 
berumur 16 tahun. Untuk mendukung dan memperkuat keterangan diatas dan 
dalil permohonannya, pihak pemohon yang berpekara juga mengajukan 
bukti-buktinya yang berupa surat-surat bukti seperti: 
1.  Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon; 
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2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;  
3. Foto Copy Kartu Penduduk atasama pemohon; 
4.  Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon.  
Selain keterangan seperti diatas, merekapun memberikan keterangan 
menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya adalah 
orang lain tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, 
persusuan.Yang telah ditentukan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam 
tentang larangan kawin, “seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan pertalian nasab, kerabat 
semenda, pertalian persusuan”.  
Serta sangat mengharapkan segera dapat terlaksana perkawinannya 
dengan calon suaminya tersebut, karena kondisi anak pemohon sudah hamil 4 
bulan serta keluarga kedua belah pihak telah sama-sama menyetujui 
perkawinan tersebut bahkan ayah calon suami anak pemohon sudah melamar 
anak pemohon dan diterima oleh pihak pemohon.  Rencana perkawinan 
tersebut yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan pasal 
6 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974. Didalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan 
bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai”.   
Bisa dilihat dari salinan putusan yang penulis analisis bahwa kedua 
calon mempelai memang sudah berkeinginan untuk menikah, tetapi kedua 
calon mempelai hanya terhalang oleh umur calon mempelai perempuan yang 
masih berumur 15 tahun 6 bulan. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) yang 
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telah di atur menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi 
mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka harus 
mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya. Permohonan dispensasi 
perkawinan ini telah mendapatkan ijin dari kedua orang tua calon mempelai 
laki-laki dan perempuan, yang telah di buktikan dengan pengajuan 
permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama surakarta.  
Hakim juga memastikan bahwa kedua calon mempelai yang mau 
melaksanakan perkawinan tidak ada paksaan dari siapapun dikarenakan 
dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas 
persetujuan calon mempelai. Bedasarkan keterangan para pemohon, 
keterangan anak pemohon, keterangan calon suami anak pemohon,  yang 
dikuatkan dengan bukti yang telah diberi kode P1, P2, P3, P4, dan serta 
keterangan saksi-saksi yang telah terbukti bahwa hubungan anak pemohon 
dengan calon suaminya yang bernama F binti S tersebut telah saling 
mencintai dan berhubungan akrab yang sudah berjalan cukup lama sampai 
anak pemohon telah hamil 4 bulan. 
Serta  antara anak pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain 
tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, persusuan. Maka 
apabila tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan 
yang dilarang oleh aturan yang melanggar hukum dan aturan agama antara 
anak Pemohon dengan calon suaminya secara terus menerus.  
Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti serta saksi-
saksi mengungkapkan keterangan kebenarannya, lalu tahap selanjutnya 
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adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses 
pemeriksaan persidangan . Hakimpun telah melangsungkan proses 
persidangan dengan semestinya, dan dimulai dengan pembacaan surat 
permohonan pemohonan, lalu disusul dengan proses jawab menjawab. 
Setelah proses jawab menjawab selesai, lalu dilanjutkan dengan acara 
pembukian. Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai, 
hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka 
mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk memutus 
suatu perkara, hakim harus mempertibangkan betul-betul apa dampak yang 
akan terjadi dari putusan tersebut untuk para pihak   oleh sebab itu hakim 
dalam memutus perkara pun diatur dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal (14), ditentukan:  
1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 
bersifat rahasia; 
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa dn menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; 
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, 
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan; 
4. Ketentuan kelebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana 
dimaksut pada ayat (2) dan ayat (3) yang diatur dalam peraturan MA
103
. 
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Pada putusan Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska hakim mengabulkan 
seluruh  permohonan pemohon dan membebankan kepada Pemohon untuk 
membayar biaya perkara ini. Karena berdasarkan fakta-fakta dari proses 
persidangan  telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini 
dapat dipertegaskan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 
Tahun 1974 jo.  pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Tentang 
pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksut pada ayat (1) untuk 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan 
calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 
tahun.  
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang 
“Permohonan Dispensasi Perkawinan bagi kedua calon mempelai yang belum 
cukup umur perkawinannya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempuan  harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada 
Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon”. 
Para pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 28 Agustus 2017  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta. Sebab 
Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Dispensasi Perkawinan 
mempunyai Kewenangan/ Kekuasaan Relatif (Relative comptentie) adalah 
kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam 
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lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan 
wilayah lingkungan peradilan agama.  
Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yang 
menjelaskan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan umur calon 
mempelai perempuan sampai sekarang ini masih berumur 15 tahun 6 bulan, 
dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat dapat meminta 
dispensasi ke Pengadilan”. Berdasarkan keterangan kedua pemohon yang 
mengajukan pemohon dan keterangan anak Pemohon serta telah terbukti 
bahwa anak Pemohon saat ini masih dalam usia 15 tahun 6 bulan, sehingga 
untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi nikah dari 
Pengadilan Agama  yang sudah sesuai dengan ketetapan Pasal 7 ayat (1),(2) 
Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.  
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun1974 telah ditetapkan 
yakni “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Sedangkan umur calon mempelai 
perempuan sampai sekarang ini masih berumur 15 tahun 6 bulan. Sehingga 
pihak KUA Kecamatan Jebres, dan pihak KUA. Kecamatan Pasar Kliwon 
ditolak karena belum memenuhi syarat tentang batas minimal melaksanakan 
perkawinan.  
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974“calon suami 
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 
berumur 16 tahun”.  Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas umur 
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kedua anak para pemohon yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan 
melangsungkan perkawinan. Akan tetapi hakim memutuskan diperbolehkan 
untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari fakta-fakta terungkap saat 
proses persidangan berlangsung bahwa anak pemohon sudah berhubungan 
kelamin dengan calon suaminya bahkan anak pemohon dalam perkara ini 
sudah hamil 4 bulan. Serta dilihat dari segi fisik maupun mentalnya 
dipandang sudah mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang istri.  
Anak pemohon dalam perkara ini sudah berhubungan kelamin dengan 
calon suaminya bahkan, anak pemohon sudah hamil 4 bulan, maka apabila 
mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang lebih 
besar yakni membiarkan mereka berbuat zina yang lebih lama, sehingga 
menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat yang sebagaimana dimaksud 
dalam sebuah kaidah fiqiyah berbunyi: 
  د  ر  ء  لا  م  ف 
 سا  د   م  ق د ـه   ع  ل  ج ى  ل  ب  لا  م  صا 
 ل  ح 
Artinya: Menolak yang madharat itu didahulukan  dari pada menarik 
kemaslahatan 
 
Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan ini juga mengetengahkan 
pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzir yang berbunyi:  
  ت  ص ّر  ؼ    لاا  م  ـ ا   ع  ل  رلا ى  ع  ي  ة   م  ػن  و هط   با ل  م  ص  ل  ح  ة  
Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan  
Berdasarkan kaidah diatas dalam menarik kemaslahatan antara kedua 
belah pihak sudah berhubungan dekat antara keduanya dan dapat 
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mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan yang 
melanggar hukum serta aturan agama antara anak Pemohon dengan calon 
suaminya secara terus menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak 
dilaksanakan perkawinan. Dilihat dari segi fisik bahwa calon mempelai 
perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin sudah cukup pantas untuk  
melangsungkan perkawinan.  
Menolak kerusakan, bahwa hubungan kedua belah pihak sudah begitu 
dekatnya dan dapat dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Serta menolak 
kerusakan adanya pencemaran nama baik jika kedua belah pihak tidak segera 
dikawinkan. Didalam kasus ini yang pihak perempuan masih berumur 15 
tahun 6 bulan,dan serta pihak pemohon satunya masih berumur 14 tahun 8 
bulan harus diberikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah fiqhiyah 
dalam dasar pertimbangan hakim jika tidak segera dikawinkan ditakutkan 
kedua belah pihak akan berbuat zina yang lebih lama serta mengakibatkan 
dosa secara terus menerus.  Serta Majelis Hakim dalam menetapkan ini sesuai 
dengan pendapat ahli Fiqiyah yang telah menganjurkan sesuai dengan 
kepentingan, kebaikan bagi para pemohon.  
 
B. Tinjauan Perspektif Dalil Al-Mas}lah}ah} Al-Mursalah Terhadap Dasar Dan 
Pertimbangan Hakim Pada Perkara  Nomor.0067/Pdt.P/2017PA.Ska 
Kata mashlahah yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan 
maslahat, berasal dari bahasa Arab yaitu maslahah.
104
 Sedangkan menurut 
                                                             
104 Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 
Dibawah Umur, (Jakarta :Pranada Media Gruop 2018), hlm.37. 
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Kamus Besar Indonesia (KBBI) maslahat adalah suatu yang mendatangkan 
kebaikan keselamatan, kebaikan, manfaat bagi orang banyak beramal untuk 
manusia.
105
 Secara etimologi, mashlahah berarti manfaat, faedah,bagus, baik, 
kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi‟il 
salaha. Dengan demikian, terlihat bahwa kata mashlahah dan kata manfaat 
yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.  
Menurut Muhammad Mustafa Syalabi, al-maslahah adalah sesuatu 
bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut, 
misalnya keadaan maslahah pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, 
akibat dari sesuatu perbuatan yang melahirkan maslahah juga disebut al-
mashlahah. Dalam hal ini, pemakaian kata mashlahah dalam perbuatan 
tersebut bersifat majaz. Menurut Imam al-Gazali, kata al-mashlahah 
menunjukan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan 
(bahaya)
106
.  
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi al-maslahah yang 
diungkapkan para ulama. Menurut asy-Syatibi, al-maslahah adalah sesuatu 
yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih 
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak 
didasarkan pada akal semata-mata. Jika al-Syari‟ (Allah SWT) tidak memberi 
pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya
107
.  
                                                             
105 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikutip dari://kbbi.web.id/dokumentasi 
diakses 05 november 2019. 
106 Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan 
Dibawah Umur, (Jakarta :Pranada Media Gruop 2018), hlm.38. 
107 Ibid.,hlm 9-10. 
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Sedangkan al-mursalah (   ملا  ر  س  ل  ه ) adalah kata dari    ر  س  ل dengan 
penambahan huruf “alif” di awalnya sehingga menjadi    ا  ر  س  ل yang isim 
maf‟ulnya adala    ا  ل  م  ر  س  ل  ه Al-Mursalah secara etimologi bearti “lepas” atau 
dalam arti    م  ط  ل  قة bebas dan apabila dihubungkan dengan kata mashlahah 
maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan 
boleh atau tidak bolehnya di lakukan”108.  
Sedangkan apabila digabungkan al-maslahah dengan al-mursalah maka 
bearti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak 
pula dibatalkan atau ditolak. Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang 
hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausul atau dalam bentuk khusus 
yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Maslahah 
mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat 
mausul atau dalam bentuk khusus yang menunjukan bahwa ia merupakan 
bagian dari al-Maslahah
109
. 
Menimbang, bahwa anak para pemohon yang dilahirkan pada tanggal 
27 Februari 2002, dan serta 10 Oktober 2002 yang pada saat ini masing- 
masing masih berumur 15 tahun 6 bulan, serta yang satunya masih berumur 14 
tahun 8 bulan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor.1 Tahun 
1974, maka untuk melakukan perkawinan harus ada Dispensasi dari 
Pengadilan Agama. Sebenarnya pada Hukum Islam tidak ada batasan umur 
bahkan dalam hadis nabi Rasulluallah menikahkan Siti Asyah berumur 9 
                                                             
108 Astriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu Isu Kontemporer,” Jurnal 
Kontemporer, ( Jakarta) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm.121. 
109 Astriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu Isu Kontemporer,” Jurnal 
Kontemporer, ( Jakarta) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm.121. 
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tahun akan tetapi belum di gauli sehingga ia sampai agak dewasa. Yang ada 
batasan umur itu didalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974, yang 
dijelaskan pada pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya boleh dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang telah mencapai batas umur minimal bagi pihak laki-
laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 
umur 16 tahun”, Berdasarkan keterangan di atas perkawinan hanya diijinkan 
jika pihak laki-laki berumur 19 dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 
tahun untuk kebaikan calon suami istri secara sikis karena apabila menikah 
belum cukup umur secara fisik sudah mampu tetapi secara sikis kejiwaan 
belum mampu untuk menghadapi problema rumah tangga.  
Penulis dalam penemuan data tersebut bukan pada batasan umur agar 
seseorang bisa melaksanakan perkawinan. Permohonan penetapan  
Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska ini menggunakan perspektif Al-Mas}lah}ah} Al-
Mursalah dalam mengamati serta menafsirkan perspektif Al-Mas}lah}ah} Al-
Mursalah penulis sangat berhati-hati. Telah diketahui bersama bahwa 
Bedasarkan keterangan pemohon, keterangan anak pemohon, keterangan calon 
suami anak pemohon,  yang dikuatkan dengan bukti yang telah diberi kode P1, 
P2, P3, P4, dan serta keterangan saksi-saksi yang telah terbukti bahwa 
hubungan anak pemohon dengan calon suaminya yang inisial S tersebut, telah 
saling mencintai dan berhubungan akrab yang sudah berjalan cukup lama 
sampai anak pemohon telah hamil 4 bulan. Serta  antara anak pemohon 
dengan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan pertalian nasab, 
kerabat semenda, persusuan. Maka apabila tidak segera dikawinkan 
94 
 
 
dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan yang 
melanggar hukum dan aturan agama antara anak Pemohon dengan calon 
suaminya secara terus menerus.  
Para hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan putusan tidak 
selalu normatif yang telah ditetapkan Undang-Undang akan tetapi hakim 
meninjau kembali fenomena sosial yang telah terjadi pada pemohon. Semua 
itu dilakukan oleh para hakim dalam memberikan putusan agar sesuai dengan 
yang terkandung dalam Undang-Undang. Dibuktikan dengan hakim melihat 
bahwa anak pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang sudah 
mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri walaupun 
umur anak pemohon masih dibawah umur, dan hubungan anak pemohon 
dengan calon suaminya telah berhubungan akrab sampai anak pemohon sudah 
hamil 4 bulan. Sementara dari pihak keluarga kedua belah pihak khawatir 
akan terjadinya perzinahan secara terus menerus jika tidak segera dinikahkan. 
Mengingat hal ini, hakim mengambil tindakan bahwa status anaknya lebih 
jelas dari pada nanti anak tersebut lahir tidak jelas status anaknya akan 
membawa aib padahal di dalam Islam aib itu harus ditutupi, dan serta 
mencegah terjadinya perzinahan secara terus merus. Sedangkan hal itu tidak 
terpenuhi kecuali dengan menikahkan. 
Dasar pertimbangan hakim yang diungkapkan dalam penetapan 
dispensasi perkawinan ini adalah menggunakan kaidah fiqiyah: 
  د  ر  ء  لا  م  ف 
 سا  د   م  ق د ـه   ع  ل  ج ى  ل  ب  لا  م  صا 
 ل  ح 
Artinya: Menolak yang madharat itu didahulukan  dari pada menarik 
kemaslahatan 
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  ت  ص  ر  ؼ    لاا  م  ـ ا   ع  ل  رلا ى  ع  ي  ة   م  ػن  و هط   با ل  م  ص  ل  ح 
 ة  
Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan 
Maksud kaidah diatas adalah dalam menarik kemaslahatan antara 
kedua belah pihak sudah berhubungan dekat antara keduanya dan dapat 
mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh aturan yang 
melanggar hukum serta aturan agama antara anak Pemohon dengan calon 
suaminya secara terus menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak 
dilaksanakan perkawinan. Dilihat dari segi fisik bahwa calon mempelai 
perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin sudah cukup pantas 
untuk  melangsungkan perkawinan. Menolak kerusakan, bahwa hubungan 
kedua belah pihak sudah begitu dekatnya dan dapat dikhawatirkan 
terjadinya perzinahan. Serta menolak kerusakan adanya pencemaran nama 
baik jika kedua belah pihak tidak segera dikawinkan. Serta Majelis Hakim 
dalam menetapkan ini sesuai dengan pendapat ahli Fiqiya yang telah 
menganjurkan sesuai dengan kepentingan, kebaikan bagi para pemohon. 
Dapat dipahami dalam kasus Dispensasi bahwa pihak perempuan yang 
masih berumur  15 tahun 6 bulan, pemohon ini sudah hamil 4 bulan akibat 
hubungan kedua belah pihak dengan pasangannya sudah begitu dengan 
sampai kelewat batas. Harus diberikan dispensasi perkawinan karena 
menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika tidak segera 
dikawinkan ditakutkan kedua belah pihak akan berbuat zina yang lebih lama 
serta mengakibatkan dosa secara terus menerus dan serta status anaknya 
lebih jelas dari pada nanti anak tersebut lahir tidak jelas status anaknya akan 
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membawa aib padahal di dalam Islam aib itu harus ditutupi.  Permohonan 
Dispensasi Perkawinan sangatlah penting bagi pemohon, jika permohonan 
tersebut ditolak tidak dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama maka akan 
menggangu Eksistensi dalam memelihara keturunan.  
Perspektif dalil Al-Mas}lah}ah} Al-Mursalah yang dipakai dalam 
permohonan Nomor Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska. sudah sesuai dengan 
tujuan dan maksuDnya. Karena para hakim Pengadilan Agama Surakarta 
mempertimbangkan status anaknya akan lebih jelas, bagi calon suami istri 
juga jelas sudah benar-benar jadi suami istri yang sah dengan diberikan 
dispensasi nikah, dan akan menutup aib bagi kedua belah pihak keluarga. 
Serta kemaslahatan antara kedua belah pihak sudah berhubungan dekat 
antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan 
yang dilarang oleh aturan yang melanggar hukum serta aturan agama antara 
anak Pemohon dengan calon suaminya secara terus menerus yang akan 
menimbulkan dosa. Menolak kerusakan, bahwa hubungan kedua belah 
pihak sudah begitu dekatnya dan dapat dikhawatirkan terjadinya perzinahan, 
serta menolak kerusakan adanya pencemaran nama baik jika kedua belah 
pihak jika apabila terjadi suatu putusan tentang tidak diterimanya suatu 
permohonan.  
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 
mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. 
Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan 
hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan 
oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim 
yang dipakai oleh hakim dalam Nomor.0067/Pdt.G/20017/PA.Ska, 
sebagai berikut:  
a. bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, 
Kota Surakarta, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta dengan surat nomor 
119/KUA.11.31/02/PW.01/VIII/17. Dikarenakan anak pemohon yang 
berinisial F belum mencapai umur 16 tahun; 
b. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut 
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak yang belum 
mencapai 16 tahun karena inisial F binti S masih berumur 15 tahun 6 
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bulan, sehingga untuk melangsungkan perkawinan diperlukan 
dispensasi dari Pengadilan Agama;  
c. bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 
karena keduanya telah berhubungan dekat sejak kurang lebih 1 tahun 
yang lalu. Hubungan mereka telah sedemikiannya eratnya, sehingga 
anak pemohon saat ini dalam keaadan hamil 4 bulan yang khawatir 
tidak segera dinikahkan akan terjad menimbulkan madharat yang lebih 
besar yakni membiarkan mereka berbuat zina yang lebih lama, 
sehingga terjadinya perbuatan  yang dilarang oleh aturan agama;  
d. bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1),(2) 
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 19974 jo pasal 15 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun dasar hukum yang dipakai dalam Putusan Pengadilan Agama 
Surakarta Nomor.0067/Pdt.G/2017/PA.Ska yang dipakai oleh hakim 
adalah dilihat dari segi fisik ataupun psikis dari pihak calon mempelai 
perempuannya (permohon) sudah cukup pantas tidaknya untuk menjadi 
seorang istri yang menjalankan kewajibannya, Menggunakan Kaidah 
Fiqih 
  د  ر  ء  لا  م  ف 
 سا  د   م  ق د  ـ   ع  ل  ج ى  ل  ب  لا  م  صا 
 ل  ح 
Kaidah Fiqh yang dipakai dalam permohonan 
Nomor.0067/Pdt.G/2017/PA.Ska yang sesuai dengan maksud dan tujuan 
kaidah fiqh, karena hakim Pengadilan Agama Surakarta meninggalkan 
kemaslahatan yakni dengan menetapkan batasan umur perkawinan yang 
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telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, serta juga memberikan pemohon kelonggaran tentang perlu 
tidaknya diberikan dispensasi yang berdasarkan fakta proses persidangan. 
Dan hakim menolak kemadharatan jika apabila suatu permohonan tidak 
diterima akan banyak akibat kemadharatan yang terjadi diantara kedua 
pasangan pemohon dibawah umur.  
2. Ditinjau dengan dalil Al-Mas}lah}ah} Al-Mursalah Putusan Hakim 
Nomor.0067/Pdt.G/2017/PA.Ska, permohonan Nomor 
Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska sudah sesuai dengan tujuan dan 
maksudnya. Para hakim Pengadilan Agama Surakarta mempertimbangkan 
supaya status anaknya menjadi lebih jelas, bagi calon suami istri juga 
jelas sudah benar-benar jadi suami istri yang sah dengan diberikan 
dispensasi nikah, dan akan menutup aib bagi kedua belah pihak keluarga. 
Serta kemaslahatan antara kedua belah pihak sudah berhubungan dekat 
antara keduanya dapat mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang 
melanggar hukum serta aturan agama antara anak Pemohon dengan calon 
suaminya secara terus menerus yang akan menimbulkan dosa. Menolak 
kerusakan, bahwa hubungan kedua belah pihak sudah begitu dekatnya dan 
dapat dikhawatirkan terjadinya perzinahan, serta menolak kerusakan 
adanya pencemaran nama baik jika kedua belah pihak jika apabila terjadi 
suatu putusan tentang tidak diterimanya suatu permohonan.  
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B. Saran-Saran 
1. Hakim dalam memeriksa suatu perkara serta menetapkan atau memutus 
suatu perkara sebaiknya tetap cermat, teliti, dan berhati-hati. Karena suatu 
perkara yang ditetapkan oleh para hakim akan ada pengaruh terhadap 
kehidupan para pemohon yang pernah mengajukan permohonan 
dispensasi.  
2. Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi, sebaiknya lebih 
mejaga melindungi anaknya karena supaya pergaulannya tidak kelewat 
batas agar kehidupan, tumbuh, dan perkembangan anak lebih baik. Serta 
dapat berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia.    
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TRANSKIP WAWANCARA HAKIM 
Daftar Pertanyaan Yang Akan Diajukan Acuan Dalam Penelitian Perkara 
DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
AL-MASLAHAH AL-MURSALAH Putusan Nomor.0067/Pdt.P/2017/PA.Ska dan 
Nomor.0054/Pdt.P/2017/PA.Ska.  
1. Bagaimana pendapat bapak tentang pandangan Islam mengenai pernikahan di 
bawah umur? 
 Menurut Islam tidak ada batasan umur. Bahkan didalam islampun 
Rasululah menikahi Siti Aisah itu berumur 9 tahun akan tetapi belum 
digauli, digaulinya sudah agak dewasa. Kalau di Indonesia sekarang ada 
pernikahan dibawah umur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 yang dimana untuk perempuan itu berumur minimal berumur 
16 tahun, sedangkan laki-laki minimal berumur 19 tahun itu untuk 
kebaikan kedua calon mempelai secara sikis. Karena kalau menikah belum 
mencapai umur secara fisik mungkin mampu, akan tetapi secara sikis 
kejiwaan belum mampu dalam problema rumah tangga.   
2. Menurut bapak, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan 
di bawah umur ini? 
 Dari segi positifnya biasanya dalam pengajuan dispensasi pernikahan di 
Pengadilan Agama Surakarta akibat karena hamil duluan. Sehingga 
dinikahkan itu akan lebih banyak manfaatnya, makanya hakim dalam 
membuat putusan itu dasarannya adalah Kaidah Fiqhiyah. 
 Dari segi Negatifnya bahwa nikah dibawah umur itu secara mental, sikis 
kejiwan rentan terhadap emosional dan ego masing masing yang belum 
dewasanya umur.  
3. Bagimana pendapat bapak tentang penerapan  Al-Maslahah Al-Mursalah 
dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di bawah umur? 
 Status anak akan lebih jelas sedangkan bagi calon suami istri statusnya 
akan lebih jelas menjadi suami istri yang sudah menjadi sah.  
 Agar menutup aib bagi kedua belah pihak keluarga  
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4. Sepengetahuan bapak, apa saja alasan Pemohon mengajukan permohonan 
dispensasi perkawinan?  
 Rata-rata sudah hamil duluan  
5. Sepengetahuan bapak, pada usia berapa rata-rata dalam mengajukan 
permohonan dispensasi perkawinan? 
 Usia rata rata masih dibawah umur yang berumur 14-15 tahun 
6. Menurut bapak, dalam permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan dalam 
waktu berapa lama? 
 Perkara itu diajukan sesuai dengan prosedur. Setelah diajukan ke 
pengadilan dan membayar biaya perkara kemudian dipanggil untuk sidang. 
Di periksa dipersidangan, setelah pemeriksaan lengkap hakim segera 
membuat penetapan. Penetapan yang akan dibacakan dihadapan para 
pihak.  
7. Landasan apa yang bapak, gunakan dalam mengabulkan perkara Nomor.0067/ 
Pdt.P/ 2017/ PA.Ska dan Nomor.0054/Pdt.P/2017/PA.Ska? 
 Meskipun kedua belah pihak belum mencapai umur untuk melangsungkan 
pernikahan, namun jika kedua belah pihk tidak dinikahkan justru akan 
terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan agama dan akan 
menimbulkan banyak mafsadatm padahal menolak mafsadat itu lebih 
diutamakan daripada menarik kemaslahatan, untuk itu hakim dalam 
mengabulkan perkara sesuai dengan kaidah fiqhiyah  
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Keterangan gambar: Wawancara dengan Hakim Drs. H. Makmun, MH. pada 
tanggal 27 Februari 2019  Pukul 13.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama 
Surakarta 
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